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NOMOR IfojTAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

Mengingat

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUMAJANG,

. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, diperlukan suatu
acuan sebagai landasan operasional anggaran, maka perlu
mengatur Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020,
dengan Peraturan Bupati.

: 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4288);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4422);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6389) ;

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahanan Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 5494)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92. Tambahan
Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016 tentang
Perankat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomr 6037);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



16.

17.

18.

19.

21.

21.

22.

23.

Menetapkan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya,;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negara Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pngelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 197);

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor
16,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang
Nomor 90);

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2019 Nomor 9);

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun 2019 Nomor 102).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi :

1 Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Perjalanan Dinas.



Diundangkan di

Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan
oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang
dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran
2020.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangankan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Bupati Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal Desember 2019

Lumajang

Pada tanggal JoDesember 2019

S
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BABI
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1

10.

11.

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat.

Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan
tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Taat pada peraturan perundang - undangan adalah harus berpedoman pada
peraturan perundang - undangan.

Efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan,
yaitu dengan cara membandingkan antara keluaran dengan hasil.

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan
tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas
tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang
keuangan daerah.

Bertanggung jawab adalah perwujudan kewajiban seseorang untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan.

Keadilan adalah keseimbangan distribusi hak dan kewajiban  berdasarkan
pertimbangan yang objektif.

Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan
proporsional.

Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk

pemenuhan kebutuhan masyarakat.



B.

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1 PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

a.

Bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam

kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah, mempunyai wewenang

sebagai berikut:

1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

2) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;

3) Menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;

4) Menetapkan bendahara penerimaan dan / atau bendahara
pengeluaran;

5) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan daerah;

6) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan
piutang daerah;

7) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang
milik daerah;

8) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan
dan memerintahkan pembayaran.

Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah

melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :

1) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;

2) Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD; dan

3) Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan

prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan

yang menerima / mengeluarkan uang.

2. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

a.

Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu bupati menyusun
kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.



Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah

mempunyai tugas koordinasi di bidang :

D
2)
3)
4)

5)

6)

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas
keuangan daerah; dan

penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Selain tugas koordinasi, sekretaris daerah mempunyai tugas

D
2)
3)
4)
5)

memimpin TAPD;

menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;

menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;

memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan
melaksanakan tugas - tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah

lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh bupati.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sekretaris daerah bertanggung jawab

kepada bupati.

3. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

a.

Tugas Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD :

D

2)
3)

4)
5)

6)

menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah;

menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

melaksanakan fungsi BUD;

menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan

Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh

bupati.



PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD, berwenang :

1
2)
3)
4)

5)
6)

7
8)
9)

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

mengesahkan DPA-SKPD / DPPA-SKPD;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas daerah;

menetapkan SPD;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas
nama pemerintah daerah;

melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
menyajikan informasi keuangan daerah; dan

melaksanakan  kebijakan dan pedoman  pengelolaan  serta

penghapusan barang milik daerah.

PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola

keuangan daerah selaku kuasa BUD.

PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui

sekretaris daerah.

Penunjukan kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan bupati;

Kuasa BUD mempunyai tugas :

D
2)
3)
4)
5)

6)

7
8)

9)

10)
11)

menyiapkan anggaran kas;

menyiapkan SPD;

menerbitkan SP2D;

menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank
dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;

menyimpan uang daerah;

melaksanakan penempatan  uang daerah dan  mengelola/
menatausahakan investasi daerah;

melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna
anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan



12) melakukan penagihan piutang daerah.

I. Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

J- PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan Dinas
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk melaksanakan tugas-tugasnya
sebagai berikut:

1) menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

2) melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

3) melaksanakan pemungutan pajak daerah;

4) menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama
pemerintah daerah;

5) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

6) menyajikan informasi keuangan daerah; dan

7) melaksanakan  kebijakan dan pedoman  pengelolaan  serta
penghapusan barang milik daerah.

k. Dalam hal Kuasa BUD berhalangan, maka:

a) apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan,

Kuasa BUD menyerahkan kembali kewenangannya kepada BUD;

b) apabila Kuasa BUD sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat
melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah
mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai Kuasa BUD dan

oleh karena itu segera diusulkan penggantinya;

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG

Tugas kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang :

a. menyusun RKA-SKPD;

b. menyusun DPA-SKPD;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

g- mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM;



mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpinnya;

mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh bupati; dan

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui
sekretaris daerah.

Dalam hal pengguna anggaran/pengguna barang berhalangan, maka:

a) apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan,
pengguna anggaran/pengguna barang tersebut wajib memberikan
surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan tugas
pengguna anggaran/pengguna barang atas tanggung jawab pengguna

anggaran yang bersangkutan;

b) apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-selamanya 3 (tiga)
bulan, harus ditunjuk pejabat pengguna anggaran/pengguna barang

dan diadakan berita acara serah terima;

c) apabila pengguna anggaran/pengguna barang sesudah 3 (tiga) bulan
belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang
bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan
sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karena itu

segera diusulkan penggantinya;

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG

a.

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-
tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit
kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna
barang.

Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut berdasarkan pertimbangan
tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban
kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali , dan/atau dan pertimbangan

obiektif lainnva.



Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut ditetapkan oleh bupati atas usul
kepala SKPD.

Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut meliputi

D

2)
3)
4)

5)
6)
7

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;

melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan;

menandatangani SPM;

mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna

anggaran.

Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang bertanggung jawab

atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

Dalam hal kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang berhalangan,

maka:

a)

b)

apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan,
kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang tersebut wajib
memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk
melakukan tugas kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang

atas tanggung jawab kuasa pengguna anggaran yang bersangkutan;

apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-selamanya 3 (tiga)
bulan, harus ditunjuk pejabat kuasa pengguna anggaran/kuasa

pengguna barang dan diadakan berita acara serah terima;

apabila kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sesudah 3
(tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap
yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan
sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karena itu

segera diusulkan penggantinya;



a.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN SKPD

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna

anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan

kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.

Penunjukan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan,

anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan

pertimbangan objektif lainnya.

PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna

anggaran/pengguna barang.

PPTK yang ditunjuk olen pejabat kuasa pengguna anggaran/kuasa

pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada

kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Tugas PPTK :

1) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

2) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan

3) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan.

Dokumen anggaran mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun

dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal PPTK berhalangan, maka:

a) apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-selamanya 3 (tiga)
bulan, harus ditunjuk pejabat PPTK dan diadakan berita acara serah

terima;

b) apabila PPTK sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan
tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri
atau berhenti dari jabatan sebagai pengguna anggaran/pengguna

barang dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya;

7. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD

a.

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD
menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD sebagai PPK-SKPD.



PPK-SKPD mempunyai tugas :

D

2)

3)
4)
5)
6)
7

meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang
disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh
PPTK;

meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan
tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran;

melakukan verifikasi SPP;

menyiapkan SPM;

melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

melaksanakan akuntansi SKPD; dan

menyiapkan laporan keuangan SKPD.

Dalam menjalankan tugas tersebut, PPK-SKPD dapat dibantu sebanyak-

banyaknya 2 orang yang berfungsi sebagai perbendaharaan dan akuntansi

PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas

melakukan pemungutan penerimaaan daerah, bendahara dan/atau PPTK.
Dalam hal PPK-SKPD berhalangan, maka:

a)

b)

apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan,
PPK-SKPD tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat
yang ditunjuk untuk melakukan tugas PPK-SKPD atas tanggung jawab
PPK-SKPD yang bersangkutan;

apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-selamanya 3 (tiga)
bulan, harus ditunjuk pejabat PPK-SKPD dan diadakan berita acara

serah terima;

apabila PPK-SKPD sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat
melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah
mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karena itu segera diusulkan

penggantinya;



BENDAHARA PENERIMAAN dan BENDAHARA PENGELUARAN

a.

Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara
pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran pada SKPD.

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pejabat
fungsional.

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung
maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan,
pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai
penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro
pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan
lainnya atas nama pribadi.

Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada kuasa pengguna anggaran, bupati menetapkan bendahara
penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit
keija terkait.

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

Dalam hal bendahara berhalangan, maka:

a) apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan,
bendahara tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat
yang ditunjuk untuk melakukan tugas bendahara atas tanggung jawab

bendahara yang bersangkutan;

b) apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-selamanya 3 (tiga)
bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara dan diadakan berita acara

serah terima;

c) apabila bendahara sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat
melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah
mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karena itu segera diusulkan

penggantinya;



C. AZAS UMUM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

1

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara
penerimaan/pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau
menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan
penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan
dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas
pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat

yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

D. PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

1

Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah

a. Untuk pelaksanaan APBD, bupati menetapkan
1) pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;

2) pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

3) pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;

4) pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

5) bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;

6) bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja
subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil,
belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran
pembiayaan pada SKPKD;

7) bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran
pembantu SKPD; dan

8) pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

b. Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa
pengguna barang yang diberi wewenang menandatangani SPM,
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

c. Penetapan pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD didelegasikan
oleh bupati kepada kepala SKPD, yang mencakup:

1) PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD;

2) PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa

kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;



3)

4)

5)

pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti
pemungutan pendapatan daerah;

pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas
dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan

pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara
pengeluaran, yang melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat
dokumen penerimaan, pembuat dokumen pengeluaran uang, atau

pengurusan gaji.

Penetapan pejabat penatausahaan keuangan daerah dilaksanakan sebelum

dimulainya tahun anggaran berkenaan.



Bukti Pengeluaran yang Sah

Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan harus dipertanggungjawabkan oleh

bendahara pengeluaran dapat berupa :

a. Gaji dan tunjangan, bukti-bukti yang harus disiapkan terdiri atas :

1) Kuitansi, ditandatangani pengurus gaji sebagai penerima;

2) Daftar penerimaan gaji dan tunjangan;
3) SSP PPh pasal 21,

4) Dokumen pendukung lain yang diperlukan, sesuai dengan

kepentingan, terdiri atas :

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
)
),
K)

kuitansi yang ditandatangani pengurus gaji;

pembayaran gaji induk;

gaji susulan;

kekurangan gaji;

gaji terusan;

uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji
induk/gaji susulan/ kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas;
SK CPNS;

SK PNS;

SK kenaikan pangkat;

SK jabatan;

kenaikan gaji berkala;

surat pernyataan pelantikan;

surat pernyataan masih menduduki jabatan;

surat pernyataan melaksanakan tugas;

daftar keluarga (KP4);

fotokopi surat nikah;

fotokopi akte kelahiran;

surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
daftar potongan sewa rumah dinas;

surat keterangan masih sekolah/kuliah;

surat pindah;

surat kematian;

Bukti cetak (print out) e - billing untuk penyetoran pajak sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan



X) Peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan
dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan bupati/wakil bupati.

Honorarium, bukti-bukti yang harus disiapkan terdiri atas:

1) Kuitansi, ditandatangani penerima honorarium, atau jika kolektif,
ditandatangani salah satu penerima honorarium;

2) Daftar penerimaan honorarium;

3) Surat Keputusan pejabat yang berwenang tentang
penunjukan/pengangkatan personil penerima honorarium, kecuali
honorarium instruktur/narasumber/juri/wasit cukup dengan surat
permintaan  instruktur/narasumber/juri/wasit, sedangkan  untuk
honorarium tenaga ahli cukup dilampiri dengan Perjanjian Kerjasama
(MoLl) dan sertifikat keahlian;

4)  SSP PPh pasal 21 sesuai keperluan.

Lembur, bukti-bukti yang harus disiapkan terdiri atas :

1) Kuitansi, ditandatangani salah satu penerima lembur;

2) Daftar penerimaan lembur;

3) Daftar hadir lembur, diketahui PPTK;

4)  Surat Perintah Lembur, diterbitkan oleh PA/KPA;

5) SSP PPh pasal 21 sesuai keperluan.

Biaya penggantian transport, bukti-bukti yang harus disiapkan terdiri

atas

1) Kuitansi, ditandatangani penerima penggantian transport, atau jika
kolektif, ditandatangani salah satu penerima penggantian transport;

2) Daftarpenerimaan penggantian transport;

3) Daftarhadir kegiatan, diketahui PPTK;

4)  SSP PPh pasal 21 sesuai keperluan.

Kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi, bimtek, dan sejenisnya,

bukti-bukti yang harus disiapkan terdiri atas :

1) Kuitansi, bermeterai sesuai nilai kontribusi dan ditandatangani oleh
peserta kursus atau pihak penyelenggara jika memungkinkan;

2) Tanda terima pembayaran dari pihak penyelenggara;

3) Undangan mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi, bimtek, dan

sejenisnya, yang menyebutkan/menerangkan besaran kontribusi.



Belanja barang/jasa lainnya Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima

Puluh Ribu) ke bawah, bukti-bukti yang harus disiapkan terdiri atas :

1) Kuitansi, ditandatangani pembeli;

2) Nota/faktur pembelian, dibubuhi cap/stempel dan tanda tangan
penyedia, serta paraf PPK;

3) SSP pajak sesuai keperluan.

Belanja barang/jasa lainnya di atas Rp 250.000,00 (Dua Ratus

Lima Puluh Ribu) sampai dengan Rp.1.000.000,00, (Satu Juta

Rupiah) bukti-bukti yang harus disiapkan terdiri atas :

1) Kuitansi, bermeterai Rp 3.000,00 dan dibubuhi cap/stempel dan tanda
tangan penyedia atau tanda tangan pembeli;

2) Nota/faktur pembelian, dibubuhi cap/stempel dan tanda tangan
penyedia, serta paraf PPK;

3) SSP pajak sesuai keperluan.

Belanja barang/jasa lainnya di atas Rp. 1.000.000,00 (Satu juta

Rupiah), bukti-bukti yang harus disiapkan terdiri atas :

1) Nilai di atas Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sampai
dengan Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) :

a) Kuitansi, bermeterai Rp.6.000,00 dan dibubuhi cap/stempel dan
tanda tangan penyedia atau tanda tangan pembeli;

b) Bukti pembelian/pembayaran/Nota/faktur yang ditandatangani
pihak ketiga dan diketahui PPK;

c) Fotocopy buku tabungan/rekening koran (R/C) dan fotocopy
NPWP, untuk pengadaan melalui e-purchasing bisa diambil dari
data kualifikasi;

d) Surat Pesanan untuk pengadaan melalui e-purchasing,

e) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada
Pejabat Pembuat Komitmen berikut lampiran daftar barang yang
diterima;

f) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan ditandatangani oleh
Penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen

g) Berita Acara Pemeriksaan administrasi yang ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran serta Pejabat

Pemeriksa Hasil Pekerjaan;



2)

h) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dari Pejabat Pembuat

)

Komitmen kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran (untuk barang inventaris)

Berita Acara Penerimaan Barang dari Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran kepada Pengurus barang pengguna atau
pengurus barang pembantu berikut lampiran daftar barang yang
diterima (untuk barang inventaris)

Bukti cetak (print out) e-biling untuk penyetoran pajak sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Nilai di atas Rp.10.000.000,00, (Sepuluh Juta Rupiah) sampai
dengan Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) :

a)

b)

c)

d)

9)

h)

K)

Kuitansi, bermeterai Rp.6.000,00 dan dibubuhi cap/stempel dan
tanda tangan penyedia atau tanda tangan pembeli;

Bukti pembelian/pembayaran/Nota/faktur yang ditandatangani
pihak ketiga dan diketahui PPK;

Fotocopy buku tabungan/rekening koran (R/C) dan fotocopy
NPWP, untuk pengadaan melalui e-purchasing bisa diambil dari
data kualifikasi;

Data Penyedia terdiri atas Nama Perusahaan, NPWP, Nomor
Rekening bank, Alamat, Telp, Email, Nama Pemilik;

Surat Pesanan untuk pengadaan melalui e-purchasing,

Berita Acara Serah Terima Pekeijaan dari Penyedia kepada
Pejabat Pembuat Komitmen berikut lampiran daftar barang yang
diterima

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan ditandatangani oleh
Penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen

Berita Acara Pemeriksaan administrasi yang ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran serta Pejabat
Pemeriksa Hasil Pekerjaan;

Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dari Pejabat Pembuat
Komitmen kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran (untuk barang inventaris)

Berita Acara Penerimaan Barang dari Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran kepada Pengurus barang pengguna atau



3)

pengurus barang pembantu berikut lampiran daftar barang yang
diterima (untuk barang inventaris)
Bukti cetak (print out) e-billing untuk penyetoran pajak sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Nilai diatas Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
sampai dengan Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)

untuk pengadaan barang/jasa lainnya ;

a) Kuitansi, bermeterai Rp.6.000,00 dan dibubuhi cap/stempel dan

b)

c)

d)

9)

h)

),

K)

tanda tangan penyedia;

Bukti pembelian/pembayaran/Nota/faktur yang ditandatangani
pihak ketiga dan diketahui PPK;

Fotocopy buku tabungan/rekening koran (R/C) dan fotocopy
NPWP, untuk pengadaan melalui e-purchasing bisa diambil dari
data kualifikasi;

Data Penyedia terdiri atas Nama Perusahaan/Badan Usaha/ljin
Usaha, NPWP, Nomor Rekening bank, Alamat, Telp, Email, Nama
Pemilik;

Surat Pesanan untuk pengadaan melalui e-purchasing-,

Dokumen kontrak sederhana

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada
Pejabat Pembuat Komitmen berikut lampiran daftar barang yang
diterima

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan ditandatangani oleh
Penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen

Berita Acara Pemeriksaan administrasi yang ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran serta Pejabat
Pemeriksa Hasil Pekerjaan;

Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dari Pejabat Pembuat
Komitmen kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran

Berita Acara Penerimaan Barang dari Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran kepada Pengurus barang pengguna atau
pengurus barang pembantu berikut lampiran daftar barang yang

diterima;



)

Bukti cetak (print out) e-biling untuk penyetoran pajak sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Belanja jasa konsultansi, bukti-bukti yang harus disiapkan terdiri atas :

1) Nilai sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta

rupiah):

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

j)

Kuitansi, bermeterai Rp.6.000,00 dan dibubuhi cap/stempel.
kecuali konsultan perorangan tidak dibutuhkan cap/stempel;
Fotocopy buku tabungan/rekening koran (R/C) dan fotocopy
NPWP;

Data Penyedia terdiri dari Nama Perusahaan/badan usaha, NPWP,
Nomor Rekening bank, Alamat, Telp, Email, Nama Pemilik;
Dokumen kontrak sederhana (Surat Perintah Kerja)

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada
Pejabat Pembuat Komitmen berikut lampiran daftar barang yang
diterima, kecuali untuk pengadaan melalui e-purchasing-,

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan ditandatangani oleh
Penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen

Berita Acara Pemeriksaan administrasi yang ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran serta Pejabat
Pemeriksa Hasil Pekerjaan;

Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dari Pejabat Pembuat
Komitmen kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran

Berita Acara Penerimaan Barang dari Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran kepada Pengurus barang pengguna atau
pengurus barang pembantu berikut lampiran daftar barang yang
diterima;

Bukti cetak (print out) e-billing untuk penyetoran pajak sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

. Belanja Pekerjaan Konstruksi, bukti-bukti yang harus disiapkan terdiri

atas :

1) Nilai sampai dengan Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta

rupiah) untuk pengadaan konstruksi:

a)

Kuitansi, bermeterai Rp 6.000,00 dan dibubuhi cap/stempel;



b) Fotocopy buku tabungan/rekening koran (R/C) dan fotocopy
NPWP;

c¢) Dokumen kontrak sederhana (Surat Perintah Kerja)

d) Jaminan uang muka apabila ada permintaan uang muka

e) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada
Pejabat Pembuat komitmen (Penyerahan Pekerjaan Pertama/Pl);

f) Berita Acara Pemeriksaan administrasi yang ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran serta Pejabat
Pemeriksa Hasil Pekerjaan;

g) Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan untuk proyek fisik
konstruksi dilengkapi dengan foto/buku/dokumentasi tingkat
kemajuan/penyelesaian pekerjaan serta dokumen pekerjaan
tambah kurang jika ada;

h) Berita Acara Penerimaan Barang dari Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran kepada Pengurus barang pengguna atau
pengurus barang pembantu berikut lampiran daftar barang yang
diterima;

i) Potongan jamsostek (potongan sesuai ketentuan yang
berlaku/surat pemberitahuan jamsostek)

j) Surat pemberitahuan denda keterlambatan pekerjaan dari PPK
dan bukti setor dari pihak ketiga apabila pekerjaan mengalami
keterlambatan;

k) Bukti cetak (print out) e-billing untuk penyetoran pajak sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2) Di atas Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) untuk
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan
untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas
Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta rupiah)

a) Kuitansi, bermeterai Rp.6.000,00 dan dibubuhi cap/stempel;

b) Fotocopy buku tabungan/rekening koran (R/C) dan fotocopy
NPWP;

c¢) Dokumen kontrak (Surat Perjanjian beserta addendumnya kalau
ada, dan lampirannya sesuai Perpres 16 Tahun 2018 untuk

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan



d)

€)
0

9)

h)

),

K)

)

nilai di atas Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan
untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas
Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

Jaminan Pelaksanaan (khusus untuk jasa konsultansi tidak
diperlukan jaminan pelaksanaan dan untuk jasa lainnya bila
dipersyaratkan oleh PPK maka wajib melampirkan);

Jaminan uang muka apabila ada permintaan uang muka;

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada
Pejabat Pembuat Komitmen berikut lampiran daftar barang yang
diterima;

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan ditandatangani oleh
Penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen

Berita Acara Pemeriksaan administrasi yang ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran serta Pejabat
Pemeriksa Hasil Pekerjaan;

Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dari Pejabat Pembuat
Komitmen kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran

Berita Acara Penerimaan Barang dari Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran kepada Pengurus barang pengguna atau
pengurus barang pembantu berikut lampiran daftar barang yang
diterima;

Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan untuk proyek fisik
konstruksi dilengkapi dengan foto/buku/dokumentasi tingkat
kemajuan/ penyelesaian pekerjaan serta dokumen pekerjaan
tambah kurang jika ada;

Potongan jamsostek (potongan sesuai ketentuan yang

berlaku/surat pemberitahuan jamsostek)

m) Surat pemberitahuan denda keterlambatan pekerjaan dari PPK

n)

dan bukti setor dari pihak ketiga apabila pekerjaan mengalami
keterlambatan;
Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang

dilaksanakan di luar wilayah kerja;



p) Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya
menggunakan biaya personil (billing raté), Berita Acara Laporan
Kemajuan Pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga
konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti
penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran
lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

gq) Bukti cetak (print out) e-biling untuk penyetoran pajak sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pembayaran rekening (telepon, internet, listrik, air,

koran/majalah), bukti-bukti yang harus disiapkan terdiri atas :

1) Kuitansi, ditandatangani penyetor;

2) Tanda bukti pembayaran rekening.

Pembayaran tagihan, bukti-bukti yang harus disiapkan terdiri atas

1) Kuitansi, bermeterai sesuai nilai tagihan dan ditandatangani penyetor;

2) Tanda bukti pembayaran tagihan;

3) Surat tagihan.

Pembelian BBM/gas dan pelumas, bukti-bukti yang harus disiapkan

terdiri atas :

1) Kuitansi, ditandatangani pembeli;

2)  Struk pembelian/Nota BBM/pelumas dari SPBU;

Sewa barang, bukti-bukti yang harus disiapkan terdiri atas:

1) Kuitansi, di atas Rp 250.000,00 bermeterai secukupnya, dibubuhi
cap/stempel dan tanda tangan penyedia (yang menyewakan);

2) Nota/faktur sewa, dibubuhi cap / stempel dan tanda tangan penyedia,
serta paraf PPK;

3) Kelengkapan bukti pengeluaran sesuai dengan pengadaan
barang/jasa lainnya di atas Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

4)  Khusus sewa barang dengan nilai di atas Rp 10.000.000,00 (Sepuluh
juta rupiah) perlu dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi
Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Penyedia serta unsur
Pejabat / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

5) Bukti cetak (print out) e-biling untuk penyetoran pajak sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



m. Sewa tanah/gedung/tempat, bukti-bukti yang harus disiapkan terdiri
atas :

1) Kuitansi, di atas Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
bermeterai secukupnya, dibubuhi cap/stempel dan tanda tangan
penyedia (yang menyewakan);

2) Nota/faktur sewa, dibubuhi cap/stempel dan tanda tangan penyedia,
serta paraf PPK;

3) Nilai di atas Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk Kelengkapan
bukti pengeluaran sesuai dengan pengadaan barang dan jasa di atas
Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah);

4) Khusus sewa tanah/gedung/tempat dengan nilai di atas Rp.
10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) perlu dilampirkan Berita Acara
Serah Terima Barang / Jasa dari Penyedia kepada Pejabat Pembuat
komitmen.

5) Berita Acara Pemeriksaan administrasi yang ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran serta Pejabat
Pemeriksa Hasil Pekerjaan

6) Bukti cetak (print out) e-biling untuk penyetoran pajak sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

n. Makanan dan minuman tanpa pesanan (makan di
warung/restoran), bukti-bukti yang harus disiapkan terdiri atas :

1) Kuitansi, di atas Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh ribu Rupiah)
bermeterai secukupnya, dibubuhi cap/stempel dan tanda tangan
penyedia (warung/restoran);

2) Nota pembelian, dibubuhi cap/stempel dan tanda tangan penyedia,
serta paraf PPK;

3) Undangan rapat dan daftar hadir peserta rapat, untuk makanan dan
minuman rapat;

4)  Fotocopy buku tamu, untuk makanan dan minuman tamu;

0. Makanan dan minuman dengan pesanan pada katering/jasa
boga/warung/restoran, bukti-bukti yang harus disiapkan terdiri atas :
Nilai Di atas Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk kelengkapan
bukti pengeluaran sesuai dengan pengadaan barang dan jasa
diatas Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) :



Kwitansi bermeterai Rp. 6.000,00 , dibubuhi cap/stempel dan tanda
tangan penyedia;

Nota pembelian, dibubuhi cap/stempel dan tanda tangan penyedia,
serta paraf PPK;

Surat Perintah Pengiriman sesuai keperluan ditandatangani oleh PPK
diperuntukkan bagi barang / jasa yang akan tersedia jika ada
pesanan;

Undangan rapat dan daftar hadir peserta rapat, untuk makanan dan
minuman rapat;

Bukti Penyetoran Pajak Restoran untuk pesanan dengan nilai
transaksi berapapun dikenakan pajak restoran sebesar 10%..
Perhitungan tarif pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen) dari
nilai transaksi dalam 1 (satu) bulan pada katering/jasa boga yang
sama di wilayah Kabupaten Lumajang.

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada Pejabat
Pembuat Komitmen berikut lampiran daftar barang yang diterima,
Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan ditandatangani oleh
Penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen

Berita Acara Pemeriksaan administrasi yang ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran serta Pejabat
Pemeriksa Hasil Pekerjaan;

PPh pasal 23 sesuai keperluan.

Peijalanan dinas, bukti-bukti yang harus disiapkan terdiri atas :

D

2)
3)
4)

Kuitansi, ditandatangani petugas yang melaksanakan perjalanan dinas
untuk perjalanan dinas perorangan, dan salah satu pelaksana untuk
perjalanan dinas secara berombongan;

Rincian biaya perjalanan dinas;

Surat Perintah / Surat Perintah Tugas;

Surat perjalanan dinas (SPD);



5)

6)
7
8)

9)

10)
11)

Lampiran Surat Perjalanan Dinas (Lampiran SPD) untuk perjalanan
dinas yang dilakukan secara berombongan dan bukan merupakan
kegiatan yang bersifat koordinasi dan konsultasi;

Laporan perjalanan dinas;

Undangan, untuk perjalanan dinas karena undangan;

Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti
pembayaran moda transportasi lainnya;

Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan (sudah termasuk
biaya untuk pengemudi, BBM, dan pajak), (Khusus Bupati/Wakil
Bupati);

Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;

Daftar pengeluaran riil, untuk biaya transport dan biaya penginapan

yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya.

g. Perjalanan dinas kurir, bukti-bukti yang harus disiapkan terdiri atas

D

2)
3)
4)
5)

Kuitansi, ditandatangani petugas yang melaksanakan perjalanan dinas
kurir;

Rincian biaya perjalanan dinas;

Surat tugas;

Fotokopi surat/undangan yang dikirim;

Fotokopi ekspedisi surat.

r. Biaya transportasi (untuk instruktur/narasumber dari luar kota),

bukti yang harus disiapkan terdiri atas :

D
2)
3)
4)

Kuitansi yang ditandatangani penerima transport;
Daftar penerimaan transport;

Surat permintaan instruktur/narasumber;

SSP PPh Pasal 21.

s. Pengadaan tanah, bukti yang harus disiapkan terdiri atas :

D

2)
3)

4)
5)

berita acara pembebasan tanah disertai fatwa/pertimbangan yang
dibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah;

fotokopi bukti kepemilikan tanah;

kuitansi bermeterai yang ditandatangani oleh pemegang hak atas
tanah;

SPPT PBB tahun berkenaan;

surat persetujuan harga;



6)
7

8)
9)

10)

11)

12)

pernyataan dari pemilik bahwa tanah tidak dalam sengketa/jaminan;

Bukti cetak (print out) e billing untuk penyetoran pajak sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku (SSP PPh pasal 4 (2)

Final/PPh pasal 25 (tidak final) atas pelepasan hak atas tanah);

Pelepasan hak atas tanah di hadapan PPAT,;

Akta jual beli di hadapan PPAT,;

Apabila pengadaan tanah tidak mungkin dilaksanakan melalui

mekanisme LS, dapat dilakukan melalui UP/TUP. Adapun dokumen

yang harus dilengkapi selain seperti yang telah tersebut di atas
adalah:

a) untuk pengadaan tanah yang luasnya kurang dari 1 (satu) Ha.
dilengkapi daftar nominatif pemilik tanah dan ditandatangani
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

b) untuk pengadaan tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) Ha.
dilakukan dengan bantuan panitia pembebasan tanah
kabupaten, dilengkapi daftar nominatif pemilik tanah dan
besaran harga tanah yang ditandatangani pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran dan mengetahui panitia
pembebasan tanah (PPT).

Cc)  persetujuan pengajuan TU.

Fotocopy buku rekening bank pemilik hak atas tanah/pemegang

kuasa hak waris apabila tanah dimiliki bersama - sama dengan hak

waris;

Surat kuasa hak waris bermeterai cukup dari para ahli waris apabila

rekening bank yang digunakan adalah rekening pemegang kuasa hak

waris;

Slip kliring apabila rekening penerima ada di bak lain selain bank

persepsi.

Sewa hotel/penginapan, bukti yang harus disiapkan terdiri atas :

D

2)

Kuitansi, di atas Rp 250.000,00 bermeterai secukupnya, dibubuhi
cap/stempel dan tanda  tangan pihak ketiga (pihak
hotel/penginapan);

Bill hotel/penginapan, dibubuhi cap/stempel dan tanda tangan pihak
ketiga, serta paraf PPK.



Sewa hotel/penginapan hanya diperuntukkan untuk tamu-tamu dinas yang
menginap di wilayah Kabupaten Lumajang dalam rangka kegiatan OPD.
Biaya Jasa Transportasi dan Akomodasi, jika pelaksanaan
dilakukan oleh 1 (satu) rekanan biro jasa travel, bukti yang harus
disiapkan terdiri atas :

1) Kuitansi, di atas Rp 250.000,00 (Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
bermeterai secukupnya, dibubuhi cap/stempel dan tanda tangan
penyedia (biro jasa travel);

2) Kelengkapan bukti pengeluaran sesuai dengan pengadaan barang
dan jasa di atas Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah), serta melampirkan
dokumen berupa, tiket pesawat, boarding pass, airport tax, bukti
pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya ;

3) Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa dari Penyedia kepada
Pejabat Pembuat komitmen;

4) Berita Acara Pemeriksaan administrasi yang ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran serta Pejabat
Pemeriksa Hasil Pekerjaan;

5) SSP disertai faktur pajak sesuai keperluan;

Biaya jasa transportasi dan akomodasi yang dilakukan oleh biro jasa travel

hanya untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di luar kota.

Biaya Jasa Akomodasi, jika pelaksanaan dilakukan oleh 1 (satu)

event organizer/hotel, bukti yang harus disiapkan terdiri atas :

1) Kuitansi, di atas Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh ribu Rupiah)
bermeterai secukupnya, dibubuhi cap/stempel dan tanda tangan
penyedia (event organizer/hotel);

2) Kelengkapan bukti pengeluaran sesuai dengan pengadaan barang dan
jasa di atas Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), misalnya Invoice hotel;

3) Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa dari Penyedia kepada
pejabat pembuat komitmen;

4) Berita Acara Pemeriksaan administrasi yang ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran serta Pejabat
Pemeriksa Hasil Pekerjaan;

5) Bukti cetak (print out) e-biling untuk penyetoran pajak sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Z,

Upah bagi Tenaga Kerja Harian/Mingguan/Bulanan/Borongan,

bukti yang harus disiapkan terdiri atas :

1) Kuitansi, ditandatangani penerima upah/salah satu penerima upah jika
bersifat kolektif;

2) Daftar penerimaan upah;

3) Daftar hadir harian diketahui PPK, kecuali tenaga kerja borongan;

4) Surat Perjanjian Kontrak yang dibuat untuk jangka waktu maksimal 1
tahun;

5) Surat Perintah Kerja oleh PPK;

6) Khusus tenaga kerja harian/mingguan tidak diperlukan penerbitan
SPK;

7) SSP PPh pasal 21 sesuai keperluan.

Tambahan Upah bagi Tenaga Kerja Bulanan, bukti yang harus

disiapkan terdiri atas :

1) Kuitansi, ditandatangani penerima/salah satu penerima jika bersifat
kolektif;

2) Daftar penerimaan tambahan upah;

3) Daftar hadir tambahan pekerjaan, diketahui PPTK;

4) Surat Perintah Tambahan Pekerjaan, diterbitkan oleh PPK;

5) SSP PPh pasal 21.

Belanja Hadiah/Reward Uang Tunai, bukti yang harus disiapkan

terdiri atas :

1) Kuitansi, ditandatangani penerima/salah satu penerima jika bersifat
kolektif;

2) Daftar penerimaan hadiah uang tunai;

3) Surat Keputusan pejabat yang berwenang tentang penetapan
pemenang/yang berhak mendapatkan hadiah;

4) SSP PPh pasal 21 sesuai keperluan;

Belanja hadiah/reward wuang tunai hanya diberikan atas prestasi

masyarakat/pihak ketiga pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau

penghargaan atas suatu prestasi masyarakat/pihak ketiga.

Belanja Hadiah Barang, bukti yang harus disiapkan terdiri atas :

1) Surat Keputusan pejabat yang berwenang tentang ketentuan

perlombaan/kejuaraan;



2) Kelengkapan bukti pengeluaran sesuai dengan pengadaan barang dan
jasa;
Belanja hadiah barang hanya diberikan atas prestasi masyarakat/pihak
ketiga pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas
suatu prestasi masyarakat/pihak ketiga.
Diluar ketentuan ini, untuk barang yang akan diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga dianggarkan pada kode rekening rincian obyek
belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga .
3. Belanja Hibah / Bantuan Sosial berupa barang /, bukti yang harus
disiapkan terdiri atas :
1) Surat keputusan bupati tentang penetapan penerima hibah / bantuan
sosial;
2) Kelengkapan bukti pengeluaran sesuai dengan pengadaan barang dan
jasa.
t. Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1) Kelengkapan bukti pengeluaran sesuai dengan pengadaan barang dan
jasa.

2) Daftar tanda terima Penerimaan barang

Ketentuan Pengesahan Bukti Pengeluaran :
i. Bukti pengeluaran terdiri atas dua komponen pokok, yaitu :

1.  Bukti pembayaran, yaitu kuitansi.
Bukti pembayaran diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

2. Bukti pembelian/bukti perjanjian.
Bukti pembelian berupa nota/faktur/bill/struk pembelian/tanda
bukti pembayaran/tanda terima pembayaran/daftar penerimaan
uang/rincian biaya perjalanan dinas/dan sejenisnya.
Bukti perjanjian berupa surat perintah kerja/surat perjanjian kerja/
MoU/dan sejenisnya.
Bukti pembelian/bukti perjanjian disahkan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), berupa :
a. paraf untuk nota/faktur/bill/struk pembelian/tanda  bukti

pembayaran/tanda terima pembayaran/dan sejenisnya; dan



b. tanda tangan untuk daftar penerimaan uang/rincian biaya
perjalanan  dinas/surat  perintah  kerja/surat  perjanjian
kerja/Moll/dan sejenisnya.

ii. Khusus belanja gaji dan tunjangan, baik kuitansi maupun daftar
penerimaan uang diketahui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran (PA/KPA);

Bukti Lampiran Potongan Pajak-pajak Negara :

iii. SSP PPN/PPh pengadaan barang dan jasa atas nama pihak ketiga, NPWP
juga atas nama pihak ketiga, kecuali PPh pasal 23.

iv. SSP PPh atas gaji, honorarium, lembur, biaya transport, jasa atas nama
bendahara pengeluaran, NPWP juga atas nama bendahara pengeluaran,
dan dilampiri nomor NPWP masing-masing penerima gaji, honorarium,
lembur, biaya transport tersebut, baik yang bersangkutan berstatus
sebagai PNS maupun non PNS.

v. SSP ditandatangani oleh bendahara pengeluaran sebagai penyetor.



Format Kuitansi Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan)

Kuitansi Nomor:
Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran SKPD/Unit Kerja............c........

Jumlah uang : (dalam huruf)

KePEriuaN & .....ccviiieiie e
Dengan perincian :
Bruto :Rp (dalam angka) Lumajang................
Pajak :Rp (dalam anaka) Yang menerima,

Netto :Rp (dalam angka)
Terbilang Rp (dalamangka) L

Mengetahui, Setuju dibayar, Lunas dibayar,
PA/KPA Bendahara Pengeluaran/ Kasir

Bendahara Pengeluaran Pembantu

NIP............. NIP..ooiiiies NIP

Format Kuitansi Belanja Langsung

Kuitansi Nomor:
Sudah terima dari: Bendahara Pengeluaran SKPD/Unit Kerja......................

Jumlah uang > (dalam huruf)

KEPEIIUAN & ..oicveice e
Dengan perincian :
Bruto :Rp (dalam angka) Lumajang...............
Pajak :Rp (dalam anakal Yang menerima,

Netto :Rp (dalam angka)
Terbilang Rp (dalamangka)

Mengetahui, Setuju dibayar, Lunas dibayar,
PPTK Bendahara Pengeluaran/ Kasir
Bendahara Pengeluaran Pembantu

NIP....oovnnn. NIP. o NIP



KOP SURAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
Nomor: 602.1 / 1427. /2020

Pada hari ini Tanggal _ (Huruf) Bulan (Huruf) Tahun (Huruf),
bertempat di Lumajang, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

. Nama
NIP
Jabatan . Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan/Dinas/Bagian
Kabupaten Lumajang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah/Kepala Dinas
Kabupaten Lumajang, tanggal __ 2020 Nomor: 427. 12020
Alamat Kabupaten Lumajang

Yang selanjutnya disebut Pihak I ( satu)

II. Nama
Jabatan . Direktur CV./PT.
NPWP
Alamat
Yang selanjutnya disebut Pihak Il ( dua)

Dengan ini menyatakan bahwa :

- Pihak Il ( dua ) telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan ,
sesuai dengan Surat Perintah Pengiriman Nomor : 602.1 / __ / 427. | 2020, tanggal
2020, Pihak I (satu) telah menerima keseluruhan pekeijaan tersebut sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 ( Dua ) untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
Penyedia Barang / Jasa Pejabat Pembuat Komitmen
CV.
NAMA NAMA

Direktur NIP.



KOP SURAT

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN
Nomor: 602.1/ 1427. 12020

Pada hari ini Tanggal___ (Huruf) Bulan (Huruf) Tahun (Huruf),
bertempat di Lumajang, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

. Nama
NIP
Jabatan . Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan/Dinas/Bagian
Kabupaten Lumajang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah/Kepala Dinas
Kabupaten Lumajang, tanggal __ 2020 Nomor: 427._ 12020
Alamat Kabupaten Lumajang

Yang selanjutnya disebut Pihak I ( satu)

II. Nama
Jabatan Direktur CV./PT.
NPWP
Alamat
Yang selanjutnya disebut Pihak Il (dua)

Dengan ini menyatakan bahwa :

- Pihak I (satu) dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan untuk
Pengadaan yang dilaksanakan oleh Pihak Il (dua), sebagai
realisasi Surat Perintah Pengiriman Nomor :602.1/__ /427. [ 2020; tanggal __ 2020
dengan jumlah / jenis barang dan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir.

- Hasil Pemeriksaan dinyatakan :

a) Baik

KV Moty B

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 ( Dua ) untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
Penyedia Barang / Jasa Pejabat Pembuat Komitmen
CV.
NAMA NAMA

Direktur NIP.



Lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan
Nomor: 602.1/ 1427. 12020
Tanggal: 2020

DAFTAR HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN

No Barang yang diperiksa Volume Harga Satuan ~ Jumlah Harga Ket
(Rp.) (Rp.)

Jumlah Harga (termasuk biaya pajak - pajak)

Ket:
V = Baik
x = Kurang Baik

Penyedia Barang / Jasa Pejabat Pembuat Komitmen
CV.

NAMA NAMA
Direktur NIP.



KOP SURAT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF
Nomor: 602.1/ 1427. /2020

Pada hari ini Tanggal (Huruf) Bulan (Huruf) Tahun (Huruf),
bertempat di Lumajang, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

. Nama
N IP
Jabatan . Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan/Dinas/Bagian
Kabupaten Lumajang berdasarkan Keputusan BUPATI
Kabupaten Lumajang, tanggal __ 2020 Nomor : 427. /2020
Alamat Kabupaten Lumajang

Yang selanjutnya disebut Pihak I ( satu)

II. Nama
NIP
Jabatan: Pejabat / Panitia Pemeriksa Hasil Pekeijaan pada Badan/Dinas/Bagian
Kabupaten Lumajang berdasarkan Keputusan Sekretaris
Daerah/Kepala Dinas Kabupaten Lumajang, tanggal 2020 Nomor :_ [/ |/
427. 12020
Alamat Kabupaten Lumajang
Yang selanjutnya disebut Pihak Il ( dua )

Dengan ini menyatakan bahwa :
- Pihak Il telah melaksanakan pemeriksaan administratif terhadap pekerjaan Pengadaan

Kelengkapan yang diperiksa meliputi:
No Nama Berkas Hasil Pemeriksaan
(lengkap/tidak lengkap)

Penawaran Penyedia
Surat Perintah Pengiriman

1 Dokumen program/penganggaran
2 Surat penetapan PPK

3 Kerangka Acuan Kerja

4 IDRUP

5 HPS

6

7

8

Dokumen serah terima hasil pekeijaan

R'et e Menvesnaikan nekeriann



Hasil Pemeriksaan dinyatakan:
a) Sesuali

w  LIoRY RRmi

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 ( Dua ) untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Yang Memeriksa, Menyetujuli,
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
Pejabat/Panitia Pemeriksa hasil Pekeijaan Pengguna Anggaran / KPA
pada Badan/Dinas/Bagian pada Badan/Dinas/Bagian
Kabupaten Lumajang Kabupaten Lumajang
NAMA NAMA

NIP. NIP.



KOP SURAT

BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAAN
Nomor: 602.1 / 1427. /2020

Pada hari ini Tanggal __ (Huruf) Bulan (Huruf) Tahun (Huruf),
bertempat di Lumajang, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

. Nama
NIP
Jabatan: Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan/Dinas/Bagian
Kabupaten Lumajang berdasarkan Keputusan BUPATI
Kabupaten Lumajang, tanggal __ 2020 Nomor :___ /  [427. /2020
Alamat Kabupaten Lumajang
Yang selanjutnya disebut Pihak I ( satu)

II. Nama
NIP
Jabatan . Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan/Dinas/Bagian
Kabupaten Lumajang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah/Kepala Dinas
Kabupaten Lumajang, tanggal 2020 Nomor : /[ 427. /2020
Alamat Kabupaten Lumajang

Yang selanjutnya disebut Pihak Il (dua)

Dengan ini menyatakan bahwa :
- Pihak Il (dua) telah melaksanakan pemeriksaan pekeijaan serta menerima hasil pekerjaan
dari paket pekeijaan Pengadaan dengan penuh tanggung
jawab dan selanjutnya akan menyerahkan hasil pekeijaan tersebut kepada Pihak 1 (satu).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 ( Dua ) untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Yang Menyerahkan Yang Menerima
PIHAK KEDUA PIHAK SESATU
Pejabat Pembuat Komitmen Pengguna Anggaran / KPA
pada Badan/Dinas/Bagian pada Badan/Dinas/Bagian
Kabupaten Lumajang Kabupaten Lumajang

NAMA NAMA



KOP SURAT

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG
Nomor: 602.1/ 1427. /2020

Pada hari ini Tanggal __ (Huruf) Bulan (Huruf) Tahun (Huruf),
bertempat di Lumajang, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

. Nama
NIP
Jabatan: Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan/Dinas/Bagian
Kabupaten Lumajang berdasarkan Keputusan BUPATI
Kabupaten Lumajang, tanggal __ 2020 Nomor : 427._ 12020
Alamat Kabupaten Lumajang
Yang selanjutnya disebut Pihak I ( satu)

Il. Nama
NIP
Jabatan . Pejabat Pengurus Barang Pengguna / Pejabat Pengurus Barang Pembantu pada
Badan/Dinas/Bagian Kabupaten Lumajang berdasarkan
Keputusan BUPATI Lumajang, tanggal 2020 Nomor : _ [/ |/
427. 2020
Alamat Kabupaten Lumajang

Yang selanjutnya disebut Pihak 1l ( dua)

Dengan ini menyatakan bahwa :
- Pihak Il (dua) telah menerima barang hasil pekerjaan pengadaan yang
diserahkan oleh Pengguna Anggaran / KPA sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 ( Dua ) untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Pengguna Anggaran/ KPA Pejabat Pengurus Barang Pengguna /Pejabat
pada Badan/Dinas/Bagian Pengurus barang Pembantu
Kabupaten Lumajang pada Badan/Dinas/Bagian

Kabupaten Lumajang

NAMA NAMA
NIP. NIP.



Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang
Nomor: 602.1/ 1427. 12020
Tanggal: 2020

DAFTAR PENERIMAAN BARANG

No Barang yang diperiksa Volume

Harga Satuan ~ Jumlah Harga Ket
(Rp.) (Rp.)

Jumlah Harga (termasuk biaya pajak - pajak)

Ket:
V= Baik
x = Kurang Baik

Yang Menyerahkan,
Pengguna Anggaran/ KPA

pada Badan/Dinas/Bagian
Kabupaten Lumajang

NAMA
NIP.

Yang Menerima,

Pejabat Pengurus Barang Pengguna /Pejabat
Pengurus barang Pembantu

pada Badan/Dinas/Bagian

Kabupaten Lumajang

NAMA
NIP.



Perintah Membayar

a.

Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM, dan jika tidak
lengkap, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak
menerbitkan SPM.

Dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan,

yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk

menandatangani SPM.

Penerbitan SPM paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya

dokumen SPP.

Penolakan penerbitan SPM paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak

diterimanya pengajuan SPP.

SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan

SP2D.

Dokumen-dokumen yang digunakan oleh pengguna anggaran/kuasa

pengguna anggaran dalam menatausahakan pengeluaran SPM mencakup :

1) register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS; dan

2) register surat penolakan penerbitan SPM.

Penatausahaan pengeluaran perintah membayar dilaksanakan oleh PPK-

SKPD.

Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran

berkenaan.

Pengajuan SPM yang harus mempergunakan LS adalah :

- Belanja Tidak Langsung;

- Pengadaan barang dan jasa (atas nama pihak ketiga) di atas
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Pembayaran langsung kepada Pihak ketiga sampai dengan
Rp.50.000.000,00 (Lima puluh Juta rupiah) berdasarkan kontrak dan
atau Surat Perintah keija.

- Pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Pihak lainnya
untuk keperluan pembayaran upah tenaga kerja bulanan atas dasar
surat perjanjian dan atau surat perintah kerja.

Selain yang tersebut pada poin (i) dan (j) diajukan melalui UP/GU/TU



FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

KABUPATEN LUMAJANG
Supaya menerbitkan SP2D kepada :

SKPD
Bendahara Pengeluaran/
Pihak ketiga’’

No. Rekening Bank

NPWP

Dasar Pembayaran/No. Dan Tanggal SPD

Untuk keperluan

Kegiatan
1. Belanja tidak langsung **
2. Belanja langsunq

Pembebanan pada kode rekening :
(kode rekening)
(kode rekening)
(kode rekening)
(kode rekening)
(kode rekeninq)

Jumlah SPP yang diminta

Nomor SPP

Tanqgqal SPP
* coret yang tidak perlu
** pilih yang sesuai

TAHUN ANGGARAN.........ceeeeeee

(diisi oleh PPK-SKPD)

Nomor SPM :
Potongan-potongan
Uraian . Jumlah Keterangan
(No. Rekening)

No.
1 luran Wajib Pegawai Negeri

Tabungan Perumahan
2. Pegawai
3. Potongan SPM-TU
4. PPh/PPN

Jumlah Potongan RP oo,

Informasi : {tidak mengurangijumiah pembayaran SPM)

No. Uraian Jumlah Keterangan
1.
2.
Jumlah RP ...
Jumlah SPM Rp .

Uang sejumlah @ ...

Lumajang,.....cccccuvemineeeenennnnnn.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan)

fnama lenokaol

SPM inisah apabila telah ditandatanganidan distem peloleh Kepala SKPD/UnitKerja



FORMAT REGISTER SPM

KABUPATEN LUMAJANG
REGISTER PENERBITAN SPM

SKPD e,
Nomor SPP Jumlah SPP
Tanggal LS Uraian
urut uP GU TU uP GU TU
Gaji Non Gaji Gaji
Jumlah
Lumajang,............
Mengetahui,
Pengguna Anggaran PPK-SKPD
(tanda tangan) (tanda tangan)
fnama lengkapi fnama lengkap!

LS

Non Gaji



Tatacara Pencairan Dana

a.

Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang

diajukan tidak melampaui pagu.

Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah :

1) surat pengantar pengajuan penerbitan SP2D;

2) surat pernyataan tanggungjawab oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran

3) fotokopi peraturan bupati tentang uang persediaan;

Kelengkapan dokumen SPM-GU/GU Nihil/TU Nihil untuk penerbitan SP2D

adalah

1) surat pengantar pengajuan penerbitan SP2D;

2) rekapitulasi permohonan penerbitan SP2D;

3) laporan pertanggungjawaban uang persediaan/tambahan uang
persediaan;

4) surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB) oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran;

5) surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran

(pengesahan SPJ) periode sebelumnya;

6) Laporan SPJ Fungsional atas belanja UP/GU sebelumnya yang telah

diverifikasi dan disahkan;

Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah :

D
2)

3)

4)

surat pengantar pengajuan penerbitan SP2D;

surat pernyataan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan
untuk keperluan selain tambahan uang persediaan;

permohonan persetujuan tambahan wuang persediaan berikut
lampirannya yang sudah disetujui pejabat yang berwenang;

surat keterangan pengajuan tambahan uang persediaan;

Batas jumlah pengajuan TU yang harus mendapat persetujuan dari

PPKD/Sekretaris Daerah berisi alasan pengajuan TU dilampiri dengan

rincian kebutuhan SKPD dalam bulan berkenaan, diatur sebagai berikut:



D

2)

pengajuan sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
surat permohonan persetujuan pengajuan tambahan uang persediaan
ditujukan kepada PPKD;

pengajuan di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) surat
permohonan persetujuan pengajuan tambahan uang persediaan

ditujukan kepada sekretaris daerah;

Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D adalah :

D
2)

3)

4)

5)

6)

7

surat pengantar pengajuan penerbitan SP2D;

surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB) pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk satuan kerja perangkat
daerah (SKPD) atau surat pernyataan tanggung jawab transfer dana
(SPTTD) untuk satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD);
surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB) untuk pengajuan
diatas Rp. 50.000.000,00 ( Lima Puluh Juta Rupiah ) ditandatangani
oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran bermeterai
Rp.6000,00 (Enam Ribu Rupiah)

bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap yang telah diverifikasi
oleh PPK SKPD yang dibuktikan dengan adanya stempel dan paraf
PPK SKPD;

Bukti penelitian kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) yang sudah ditandatangani oleh PPK - SKPD

Slip kliring apabila rekening penerima ada di bank lain selain bank
persepsi

Bukti cetak (print out) e - billing untuk penyetoran pajak sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Tata cara pengajuan SPM kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D

adalah sebagai berikut :

D

2)

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat yang
ditunjuk menyampaikan SPM (asli) beserta kelengkapan dokumennya
(asli) melalui petugas penguji SPM pada kuasa BUD pada setiap hari
kerja, dengan ketentuan Senin - Kamis dibatasi sampai pukul 13.00
WIB, Jumat sampai pukul 10.30 WIB.

petugas memeriksa kelengkapan SPM dan ketersediaan dana dengan

cara :



3)

4)

5)

a) mengisi routing slip dan checklist penerbitan SP2D;
b) meneliti kesesuaian antara SPM fisik dengan yang terdapat pada

aplikasi SIPKD

- Tanggal penerbitan SPM;

- PA/KPA Penerbit SPM;

- Nama SKPD;

- Bendahara pengeluaran/pihak ketiga (penerima dana);

- Nomor rekening bank penerima dana;

- NPWP;

- Uraian SPM ;

- Jumlah pengajuan dalam angka dan huruf, serta tidak boleh

terdapat cacat dalam penulisan;

- Potongan pajak;

- Sumber dana

- Lampiran kelengkapan SPM;

- Kesesuaian antara SPM fisik dan aplikasi.
Batas waktu penyampaian SPM kepada Kuasa BUD paling lambat 2
(dua) hari kerja terhitung setelah tanggal penerbitan SPM
dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap dan benar, kuasa BUD
melalui petugas penguji SPM menerbitkan SP2D.
dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah
dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa
BUD menolak menerbitkan SP2D.

SPM-LS gaji induk harus sudah diterima Kuasa BUD paling lambat tanggal

10 sebelum bulan pembayaran.

Pengujian SPM atas pengajuan penerbitan SP2D bersifat substantif dan

formal.

Penauiian vana bersifat substantif terdiri atas :

D

2)

4)

pengujian kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam
SPM;

pengujian ketersediaan dana kegiatan dalam DPA/DPPA, sebagaimana
yang diminta dalam SPM;

pengujian Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) terhadap

kebenaran pelaksanaan pembayaran;



5) pengujian faktur pajak dan Bukti cetak (print out) e-billing untuk
penyetoran pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku untuk pengajuan LS.

Penauiian yana bersifat formal terdiri atas :

1) pencocokan tanda tangan pejabat penandatangan SPM dengan
spesimen tanda tangan;

2) pemeriksaan cara penulisan/pengisian jumlah dalam angka dan huruf;

3) pemeriksaan kebenaran dalam penulisan termasuk tidak boleh
terdapat cacat dalam penulisan.

Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya

dokumen SPM secara lengkap dan benar, kecuali SP2D gaji induk yang

diterbitkan setiap tanggal 1 atau awal bulan pembayaran gaji.

Penolakan penerbitan SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak

diterimanya pengajuan SPM.

Kuasa BUD menyerahkan SP2D UP/GU/TU/LS (lembar 4) yang diterbitkan

kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan SP2D LS atas

nama pihak ketiga (lembar 5) kepada pihak ketiga, setelah dimasukkan
dalam daftar penguji SP2D.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari jasa giro Pemkab

Lumajang, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu

dilarang menyimpan kas tunai melebihi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

pada setiap akhir bulan, setelah kebutuhan kegiatan SKPD/Unit Kerja
terpenuhi.

Batas maksimum penggunaan uang persediaan pada SKPD untuk

pembayaran kepada Pihak ketiga / Rekanan dalam bentuk tunai sebesar

Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupah)

Dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D terdiri

atas :

1) pengendali penyerapan anggaran per kegiatan;

2)  register SPP/SPM/SP2D;

3) regqister surat penolakan SP2D;

4) daftar penguji SP2D;

5) buku kas penerimaan dan pengeluaran.



Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk
pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.
SP2D diterbitkan dalam rangkap 5 (lima,) dibubuhi stempel timbul Badan
Pengelola Keuangan Daerah, disampaikan kepada:
1) lembar I, Bank Jatim;
2) lembar Il, fungsi akuntansi pada SKPKD;
3) lembar Ill, arsip Kuasa BUD;
4) lembar IV, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna  Anggaran,
dilampiri:
a) salinan SPM;
b) dokumen kelengkapan (asli);

5) lembarV, pihak ketiga.



Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

FORMAT SURAT PENGANTAR PENGAJUAN PENERBITAN SP2D

KOP INSTANSI
Lumajang,..........
900/....... 1427..../20... Kepada
Penting Yth. Bendahara Umum Daerah
1 (satu) berkas Di
Permohonan Penerbitan SP2D LUMAJANG

Bersama ini disampaikan dengan hormat permohonan penerbitan SP2D

UP/GU/TU/LS*5SKPD / Unit Kerja.......ccoeevuvniiiieaeieeeininnnnn.

Adapun kelengkapan permohonan ini terdiri atas :

1. Surat Perintah Membayar (SPM)

2. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)

3. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap yang sudah diverifikasi oleh PPK-SKPD
dibuktikan dengan adanya stempel dan paraf (khusus pengajuan LS)

4. Faktur dan Bukti cetak (print out) e-billing untuk penyetoran pajak sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku (khusus pengajuan LS)

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima
kasih.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan)

(nama lengkapi

}coret yang tidak perlu



FORMAT REKAPITULASI PERMOHONAN PENERBITAN SP2D

REKAPITULASI PERMOHONAN PENERBITAN SP2D

SKPD/Unit Kerja

Jumlah UP
Nomor SPM .
No. GU/TU/LS Kegiatan
1 2 3

Jumlah SPM
Persentase SPM GU

Jumlah
GU NIHIL TU LS
5 6 7 8

Keterangan

Bendahara Pengeluaran/
Bandahara Pengeluaran Pembantu

(tanda tangan)

(nama lengkapi



FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN UP/ TU

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SKPD/UNIT KERJA

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN UP/ TU
NOMOF: (e

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) / Tambahan
Uang Persediaan (SPM-TU) Nomor......... tanggal

{terbilang .............. ) untuk keperluan SKPD ......... Tahun Anggaran .......... ; dengan ini

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :
1. Jumlah Uang Persediaan (UP) / Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut di atas akan

dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai
DPA-SKPD/DPPA-SKPD;

2. Jumlah Uang Persediaan (UP) / Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut tidak akan
dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku

harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS);
3. Saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang akan dilakukan dengan Uang

Persediaan (UP) / Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan UP/TU kami.

Lumajang,.....ccceeeeennnnenn

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
(tanda tangan)

(nama lengkapi



FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SKPD 7 UNIT KERJA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NOMOr: .o
Yang bertanda tangan di bawah ini
NBME 1 e
NIP
Jabatan : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran untuk :
Kegiatan / Keperluan :

yang telah diajukan / dibayar lunas*0 oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu*0 kepada yang berhak menerima, dengan perincian sebagai berikut :

No. Kod_e Uraian Jumlah Penerima
Rekening
Jumlah
Bukti-bukti asli atas belanja tersebut di atas disimpan pada OPD/Unit Kerja..........cccoeeeeunnnene. sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan.
Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau tidak sesuai dengan pernyataan ini, sepenuhnya

menjadi tanggung jawab kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lumajang,.....ccoeeeeeunneenn

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
(tanda tangan)

Cnama lengkapi

** coret yang tidak perlu



FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB TRANSFER DANA (SPTTD)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SKPKD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB TRANSFER DANA

NOMOr & ..o
Yang bertanda tangan di bawah ini
NAME L e
NIP TP TUPPPTTRPRPI
Jabatan : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

dengan Ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas perintah membayar sejumlah
uang untuk :
Kegiatan / KePErTUAN ...ttt e et et e e e e e e
yang telah diajukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD kepada yang berhak menerima, dengan
perincian sebagai berikut :

No. KOd‘? Uraian Jumlah Penerima
Rekening

Jumlah

Bukti-bukti asli atas belanja tersebut di atas disimpan dan dipergunakan oleh penerima
hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan/belanja tak terduga/pengeluaran pembiayaan *) sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, untuk kelengkapan administrasi dan selaku objek pemeriksaan.
Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian antara pernyataan ini dengan
besaran uang yang dibayarkan/ditransfer kepada penerima, sepenuhnya menjadi tanggung jawab
kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lumajang,.....ccoeeeeennneenn

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(tanda tangan)

(‘nama lengkapi

*5coret yang tidak perlu



FORMAT SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PENGESAHAN SPJ

Nomor SPJ @ ......oiieii,
Tanggal SPJ @ ...
SKPD/UNIT KERJA
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN
BULAN
KODE DAN NAMA KEGIATAN
KEPERLUAN
: Jumlah SPJ
Kode Uraian Jumlah SPJ .
No. Rekening Rekening m;gg&ut sebelumnya LS UP/GU/TU Sisa Pagu
Jumlah
LUM@jang, . ccueeeeueeeneeeieeeieeeaeeennn
Mengesahkan,
PPK-SKPD Bendahara Pengeluaran/Pengeluaran Pembantu

(tanda tangan) (tanda tangan)

fnama lengkapi fnama lengkapi

NIP. i NIP. oo

Mengetahui,

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(tanda tangan)

(nama lengkapi



FORMAT KARTU KENDALI KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KARTU KENDALI KEGIATAN
PERIODE BULAN ...

SKPD/UNIT KERJA

Nama Program : (kode program)
Nama Kegiatan : (kode kegiatan)
Nama PPTK TR
Pagu Anggaran o
Kegjatan Realisasi Sisa
o Uraien S.d. Bulan Lal Bulan Ini S.d. Bulan Ini Pagu
rek. Sebelum  Setelah 0. Bulan Lalu 0. Anggaran
Perubahan ~ Perubahan  yp/Gu/Tu LS WP/GU/TU LS UPIGUTU LS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u
Lumajang,......cccuueeeeunaennnneennnns
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(tanda tangan) (tanda tangan)
(nama lenakapj (nama lengkap!
NIP



FORMAT PENGENDALI KREDIT PER KODE REKENING RINCIAN OBYEK

PENGENDALI KREDIT ANGGARAN
PERINCIAN PENGELUARAN PER KODE REKENING
PERIODE BULAN ...,

Satuan Kerja/Unit Kerja
Program

Kegiatan

Kelompok Belanja

Jenis Belanja

Obyek Belanja

Rincian Obyek Belanja
Pagu Anggaran

Jumlah Re

Awal Perubahan
Rp

Sisa anggaran sampai dengan bulan lalu
Pembetulan/koreksi SPJ bulan lalu
Sisa angqgaran setelah koreksi

PENGELUARAN BULAN IN

No. Tanqgal GU/LS Uraian No. Bukti
Jumlah pengeluaran bulan ini
Pengeluaran sampai dengan bulan lalu Rp
Pembetulan/koreksi SPJ bulan lalu Rp
Jumlah Pengeluaran s.d. bulan lalu setelah koreksi Rp
Pengeluaran sampai dengan bulan ini RP
Sisa anggaran sampai dengan bulan Ini

Lumajang,

|
_Re

Perubahan

Jumlah

Rp
RP
RP

RP

RP

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(tanda tangan)

(nama lengkapi



FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Nomor :900/...../427  /20....
Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Persetujuan

Tambahan Uana Persediaan

Dalam  rangka

KOP INSTANSI

Lumajang,

Kepada
Yth. Sdr. PPKD seiaku BUD/Sekretaris Daerah
Di
LUMAJANG

pelaksanaan kegiatan  (nama  SKPD) pada

.......... membutuhkan anggaran sebesar Rp....................., sedangkan uang persediaan
yang kami terima sebesar Rp................ (dengan huruf) sehingga kekurangan dana
sebesar Rp......ccoooiiiiennnes (dengan huruf). Atas kekurangan dana tersebut

mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang akan dipertanggungjawabkan paling

lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal

sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

Lampiran
Permohonan Persetujuan TUP

Kegiatan bulan berkenaan :

1 Kegiatan.....ccoooevuiieiiiiiiieiieeann,
2. Kegiatan.......coooeeeiiiiiiiiieeeeee,
3. Kegiatan.......cooeeeiiiiiiii,
4. Dst.

Uang Persediaan

Tambahan Uang Persediaan

LUMAajang,....coeeeeemieeeiiineeeiieeeenns
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(tanda tangan)

(nama lengkapi

NIP oo
Rp..........
Rp.coo.....
Rp.oo.....
RPecveeies weeeeees + Rd..
SELN
Rp

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(tanda tangan)

(nama lengkapi

SP2D. Rincian kebutuhan Uang Persediaan



FORMAT SURAT KETERANGAN PENGAJUAN TUP

SURAT KETERANGAN PENGAJUAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Sehubungan dengan tambahan uang persediaan yang kami ajukan sebesar Rp .......c........... (terbilang............ )
untuk keperluan kegiatan...........ccccooeeviiiiiiinienns bulan................... , dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa
jumlah tambahan akan digunakan untuk keperluan sebagai berikut :

IO =T o | = 1 = o P

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan tambahan uang
persediaan.

LUMAJaNg, . ccevneeeeeneeeeiieeeeeeees
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(tanda tangan)

(nama lengkapi



FORMAT PERMOHONAN PERPANJANGAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Nomor
Sifat

Lampiran
Perihal

*) pilih salah satu

KOP INSTANSI

Lumajang,
1900/ /427 /20.... Kepada
: Penting Yth. Sdr. PPKD selaku BUD/Sekretaris Daerah
I- Di
: Permohonan Peroanianaan LUMAJANG

Tambahan Uana Persediaan

Sehubungan dengan adanya kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu)
bulan dikarenakan ..................... /kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang

telah ditetapkan karena keadaan kahar....................... *\ maka dengan ini kami mohon
perpanjangan tambahan uang persediaan yang telah kami terima dengan SP2D nomor
............... tanggal .................... sebesar Rp ................ (dengan huruf) yang akan kami

pertanggungjawabkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jatuh tempo

pertanggungjawaban yang seharusnya.

Demikian permohonan perpanjangan tambahan uang persediaan kami, atas

perhatiannya disampaikan terima kasih.

LUMAJaNG, ceuueeeeeeeeeieeeeeiieeeens
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(tanda tangan)

fnama lengkap")



ROUTING SLIP DAN CHECK LIST PENERBITAN SP2D

OPD / UNIT KERJA :
NOMOR SPM

KASUBID
PERBENDAHA
RAAN
PENGELUARAN

PENGUJI

BENDAHARA SPM

ditolak

1

1

i

v

w

>

- R

I

. Ada
Persyaratan Penerbitan SP2D-UP

Surat Perintah Membayar (SPM-UP)
Surat Pengantar Pengajuan Penerbitan
SP2D

Surat Pernyataan Pengajuan SP2D-UP
Fotocopy Perbup ttg UP
Menyelesaikan Lap. SPJ Fungsional
TA.sebelumnya

Persyaratan Penerbitan SP2D GU /
GU Nihil

SPM - GU / GU Nihil

Surat pengantar pengajuan penerbitan
SP2D

Rekapitulasi permohonan SP2D - GU
Laporan Pertanqqungjawaban UP/TUP
Surat Pernyataan Tanqqunqgjawab
Belanja (SPTB)

Fotocopy DPA/DPPA-OPD kegiatan
Surat pengesahan SPJ periode
Sebelumnya

TANGGAL SPM:

KABID
PERBENDAHA JAM TGL
RAAN
1
2
2A
3
1 j 3A
| ditolak 1_
| |
I f
e 1 (4 4
------ > 4A 4A
Tdk Persyaratan Penerbitan SP2D-TU
Ada
SPM-TU
Surat Penqantar Penerbitan
SP2D
Surat Pernyataan Pengajuan
TU oleh PA/KPA
Surat permohonan persetuiu
An TUP dan lampiran
Surat keterangan pengajuan
Tambahan Uang (TU)
Tdk Persyaratan Penerbitan SP2D-LS
Ada

SPM - LS

Surat Pengantar Pengajuan
Penerbitan SP2D

Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Belanja ( SPTB)
Fotocopy DPA/DPPA OPD
Kegiatan

Bukti-bukti pengeluaran yang
Sah dan lengkap yang
Sudah diverifikasi oleh PPK
SKPD dibuktikan dengan
Adanya stempel dan paraf

PARAF
Ada Tdk
Ada
Tdk
Ada Ada



CONTOH FORMAT NOTA PENGAJUAN DANA ( NPD)
Lumajang, ..ceoeeeeeeeieeeenineeeeninnn

Kepada
Yth. Sdr. Kepala OPD / Unit Kerja...............
Selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan.................. , dengan Ini kami mengajukan Uang Muka Kerja ( Panjar)
sebesar Rp....ccoveeviieenieennnn. ( terbilang ) yang akan kami pertanggungjawabkan paling lambat 1 (satu) bulan

sejak diterimanya uang panjar dengan rincian sebagai berikut:

No Kode rekening uraian Rupiah
1
2
3
4
Jumlah
(terbilang)
Mohon untuk pembayaran Uang Muka Kerja tersebut agar dilakukan dengan :
Tunai sebesar D ( terbilang )
Pindah buku D (terbilang) kepada penerima sebagaimana terlampir.
Lumajang, . ...ccooveevneeenneennnn.
Menyetujui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
tanda tangan tanda tangan

NIP. NIP.



CONTOH FORMAT SURAT PERJANIAN KONTRAK UNTUK TENAGA KONTRAK BULANAN

KOP INSTANSI

SURAT PERJANJIAN KONTRAK

Nomor: 800/.......... 1427.....120....

Pada hari ini....... tanggal....... bulan ................ tahun ............

bertanda tangan dl bawah ini:

1 Nama e ———————
NIP e ————
Jabatan @

Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Tempat & Tanggal Lahir TR
Pendidikan Terakhir yang dimiliki e

Berdasarkan kebutuhan tenaga pada .................... Tahun ........ . PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA secara bersama-sama sepakat menyetujui perjanjian kerja dengan ketentuan sebagai

berikut:
PASAL 1

(1) PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagai tenaga bulanan.

o
S

PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK

PERTAMA sebagai tenaga bulanan dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal
berikutnya ,dan tidak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau

Pegawai Negeri Sipil.

PASAL 2
() PIHAK KEDUA berkewajiban :
Melaksanakan tugas.

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

(2 PIHAK KEDUA berhak atas:

a. Upah sebesar Rp.......... (Terbilang) perbulan.f sebagaimana Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 73 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran

2020)

b. Tambahan upah disesuaikan dengan tambahan volume pekerjaan.



c. Biaya yang timbul atas perjalanan dinas yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan.
PASAL 3

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PASAL 4

(1) PIHAK KEDUA yang telah berakhir masa perjanjian kerjanya, dapat diperpanjang sesuai
dengan kebutuhan dan hasil evaluasi kinerja dalam melaksanakan tugas.
(@ Setiap perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan selama-lamanya 1
(satu) tahun.
(3 Masa perpanjangan PIHAK KEDUA dapat diperpanjang sampai usia setinggi-tingginya 56
tahun.
PASAL 5

PIHAK KEDUA diberhentikan dalam hal:

Mengajukan permohonan berhenti.

Tidak sehat jasmani dan rohani yang dikuatkan oleh keterangan dokter.

Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas.

Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik .

Dinyatakan hilang berdasarkan surat keterangan dari kepolisian .

Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2ayat (1) .

Tidak menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, yang dapat mengganggu lingkungan kerja .
Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan kehormatan, martabat Negara, Pemerintah
atau Pegawai.

S @ o oo o

i.  Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap.

J. Melakukan penyelewengan terhadap idiologi Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945
atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah.

k. Memberikan data palsu yang mengakibatkan terjadinya dobel kontrak pada dua atau lebih
instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang digaji dari sumber dana APBD
Kabupaten Lumajang.

PASAL 6

Dalam hal terjadinya pemalsuan data yang mengakibatkan terjadinya dobel
kontrak sebagaimana tersebut pada pasal 5 huruf k, yang bersangkutan wajib mengembalikan



salah satu atau lebih dari gaji / upah yang diterima sebagai sebab dari kerugian terjadinya dobel
kontrak dimaksud.

PASAL 7

Apabila terjadi pemberhentian kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA tidak
memberikan pesangon atau semacamnya.

PASAL 8

Perjanjian kerja ini berakhir dalam hal:

a. Selesai masa perjanjian kerja sebagai tenaga kontrak.

b. PIHAK KEDUA meninggal dunia.

c. PIHAK KEDUA diberhentikan sebagaimana pada pasal 5

d. PIHAK KEDUA diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) atau diangkat sebagai
tenaga kontrak lain yang digaji dari sumber dana APBD Kabupaten Lumajang.

PASAL 9

Dalam hal terjadi perselisinan, maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah dan apabila
tidak tercapai mufakat, PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA menyelesaikan perselisihan melalui
Pengadilan Negeri Kabupaten Lumajang.

PASAL 10

(1) Surat perintah kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
(@ Surat perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun
sebagaimana disebut pada awal perjanjian, dalam rangkap 2 (dua ) asli, bermaterai cukup,

masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum sama, satu rangkap untuk
PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Ditetapkan di  : Lumajang
Pada Tanggal : ..............

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NIP.



CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH KERJA
KOP INSTANSI

SURAT PERINTAH KERJA
Nomor:560/.......... [427...../PPK.... /20....

Dasar : surat Perjanjian Kontrak Nomor : 560/ .... / 427... / PPK
..... 720...
Paket Pekerjaan : Penyediaan tenaga ... pada Kegiatan ...

Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 20 ....

Nama (yang member perintah )

Jabatan TR selaku Pejabat Pembuat Komitmen
MEMERINTAHKAN
Kepada : Tenaga Kerja Bulanan yang namanya dalam lajur 2 (dua) daftar lampiran
surat perintah kerja ini.
Untuk : melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) daftar

lampiran Surat Perintah Kerja ini terhitung mulai tanggal... s/d

Demikian surat perintah kerja ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh
tanggungjawab

Ditetapkan di  : Lumajang
Pada Tanggal : ...

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NIP.

Tembusan :
Yth. 1 Kepala OPD.............
2. Tenaga kerja yang bersangkutan



No

Nama

Lampiran
Nomor
Tanggal

. Surat Perintah Kerja
: 560/ .... / PPK /427. ./20..

DAFTAR TUGAS TENAGA KERJA BULANAN
Kegiatan @ .......cc........

Bulan :

No.Surat Perjanjian Kerja

Nomor:

560/..../427. ..

Nomor:

560/..../4217.. ..

Nomor:

560/..../1427...

Nomor:

560/..../1427...

3

JPPK..

JPPK....

JPPK...

/PPK.. ..

.120...

/20...

/20...

A120...

Tugas Tanda
Tangan
4 5
- SAOUURTRRTRRN
Do

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NIP.



FORMAT PENGENDALI PENYERAPAN ANGGARAN

A. PENGENDALI PER SKPD/UNIT KERJA

SPD
SKPD/Unit Kerja Thb. 1 Th. 1l Thb. 1l Tb. IV
Plafond 1
Plafond 11
Uraian Kode  Nomor & SPM Yang sudah Sisa
No- kegiatan Keg. Tgl. SPM g lafond
9 g g GU LS GU Nihil erserap platon

Jumlah

Petugas Penguji SPM
(tanda tangan)

fnama lengkapi

NIP. ..o
B. PENGENDALI PER KEGIATAN
SKPD/UnNIit Kerja & oo SPD
Kegiatan TP Th. 1 Th. 1l Th. 1 Th. IV
Plafond I .
Plafond Il .
SPM .
No. Uraian "|\'lo|m(s)|:>|\j( Yang sudah Sisa
gl. GU LS GU Nihil terserap plafond
Jumlah

Petugas Penguji SPM
(tanda tangan)

fnama lengkapi

Jumlah

Nomor
SP2D

Jumlah

Nomor
SP2D



C. PENGENDALI PER RINCIAN OBYEK

SKPD/Unit Kerja

Kegiatan
Obyek
Rincian Obyek
Piafond |
Plafond 11
. Nomor &
No. Uraian Tgl. SPM
Jumlah

SPM Yang sudah Sisa

GU LS GU Nihil terserap plafond

Petugas Penguji SPM
(tanda tangan)

(nama lengkapi

Nomor
SP2D



FORMAT SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

NOMOr © ..o,
KABUPATEN LUMAJANG SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
(SP2D)
Nomor SPM Dari : Kuasa BUD
Tanggal Tahun Anggaran
SKPD
BanK/POS & ... e
Hendaklah mencairkan/memlindahbukukan dari baki rekening nomor:
Uang sebesar Rp......ocooeeviiiieeieeeees (terbilang ..ccooeeeeeeeiiiiiieeeeeeeeiis )
Kepada
NPWP
No. Rekening Bank
Bank/Pos
Kegiatan
Keperluan untuk
No. Kode Rekening Uraian Jumlah
Jumlah
Potongan-potongan
No. Uraian Jumlah Keterangan
Jumlah
Informasi : (tidak mengurangijumlah pembayaran SP2D)
No. Uraian Jumlah Keterangan
Jumlah
SP2D yang dibayarkan
Jumlah yang diminta
Jumlah potongan
Jumlah yang dibayarkan
Uang sejumlah
LUM@Jang,..coooeeeeeeeieaee e e
Lembar 1 : Bank Jatim Cabang Lumajang
Lembar 2 : Fungsi Akuntansi SKPKD Kuasa Bendahara Umum Daerah
Lembar 3 : Kuasa BUD
Lembar 4 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (tanda tangan)

Lembar 5 : Pihak Ketiga
fnama lenokaDI




5.  Badan Layanan Umum Daerah
Penatausahaan dan pengelolaan keuangan bagi Rumah Sakit Umum Daerah
"Dr. Haryoto" diatur tersendiri sesuai dengan Keputusan Bupati Lumajang
Nomor 188.45/308/427.12/2009 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLUD) RSD Dr. Haryoto.



PERJALANAN
DINAS



BAB 11
PERJALANAN DINAS

KETENTUAN UMUM

1

Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan
yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan
pemerintah daerah.

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah setiap
warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang
ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji
berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang
diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan
dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

Peijalanan Dinas adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam
kota dari tempat kedudukan ketempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan
kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(PA/KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).

Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang
diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan
Perjalanan Dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, DPRD, PNSD, PTT, dan Pihak
Lain/Masyarakat Umum.

Pelaksana SPD adalah Bupati/Wakil Bupati, DPRD, PNSD, PTT, dan Pihak
Lain/Masyarakat Umum yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-

calculated amounf) dan dibayarkan sekaligus.



10.

11.
12.
13.

Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang
sah.

Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang
dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Tempat Kedudukan adalah lokasi SKPD/Unit Kerja.

Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
Masyarakat umum adalah individu atau sekelompok orang yang tidak berstatus

Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kontrak.

Prinsip Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

1

selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kineija SKPD/Unit
Kerja;

efisiensi penggunaan belanja daerah; dan

akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan

pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

Ruang Lingkup Perjalanan Dinas

1.

Perjalanan Dinas digolongkan menjadi :
a.  Perjalanan dinas dalam daerah
b. Perjalanan dinasluar daerah
Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka :
pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

a.
b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;

o

menempuh ujiandinas/ujian jabatan;

d. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap
seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan
surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan

jabatan;

®

memperolen pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena

mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;



f. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji
Kesehatan Pegawai Negeri;
mengikuti pendidikan setara Diploma/SI/S2/S3;
mengikuti pendidikan dan pelatihan;

I. kegiatan yang menunjang program pemerintah daerah yang dilaksanakan
oleh pihak lain/masyarakat umum;

J. ladies program (pemberian biaya perjalanan dinas setara pejabat

bersangkutan);

~

pendampingan kegiatan bupati/wakil bupati oleh istri bupati/wakil bupati

(pemberian biaya perjalanan dinas setara bupati/wakil bupati);

Perjalanan Dinas oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan

Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Perintah/Surat Perintah Tugas.

Surat Perintah/Surat Perintah Tugas diterbitkan oleh :

a. Kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pelaksana SPD
pada SKPD berkenaan;

b. Kepala SKPD/Unit Kerja untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang
dilakukan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja;

c. Atasan langsung kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh
kepala SKPD;

d. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pelaksana
SPD dalam lingkup unit eselon 11/setingkat unit eselon Il berkenaan;

e. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan
Anggota DPRD; atau

f. Bupati untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati/
Sekretaris Daerah.

Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan)

jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD, khusus untuk kegiatan

analisa/survey/pengendalian keamanan/pemungutan PAD/monitoring dan

evaluasi/verifikasi lapangan/pengambilan data , sedangkan untuk dalam

rangka pengawasan dan pemeriksaan untuk mencantumkan item perjalanan

dinas.

Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan)

jam tanpa penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada angka 5, pembebanan



D.

E.

biaya Perjalanan Dinas dicantumkan dalam Surat Perintah/Surat Perintah
Tugas sebagaimana format terlampir.

Dalam hal peijalanan dinas dilakukan secara berombongan dan bukan
merupakan kegiatan yang bersifat koordinasi dan konsultasi, penerbitan SPD

dapat dibuat secara kolektif dengan melampirkan daftar nama.

Kegiatan Rapat, Seminar dan sejenisnya

1.

Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya diselenggarakan dalam rangka untuk
mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran
(DPA) OPD.

Kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada angka 1,
meliputi kegiatan sosialisasi / bimbingan teknis / diseminasi / workshop /
pertemuan / rapat koordinasi / rapat pimpinan/ rapat kerja/ rapat teknis/
konsiyering / lokakarya / focus group discussion (FGD) / seminar / symposium
/ sarasehan.

Kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada angka 2,
yang dilaksanakan diluar kantor harus mempedomani Peraturan Bupati
Lumajang Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pertemuan /
Rapat di luar kantor bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lumajang

Biaya Perjalanan Dinas

1

Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :

a. uang harian;

b. biaya transport;

c. biaya penginapan;

d. uang representasi; dan/atau;

e. sewa kendaraan dalam kota.

Uang harian sebagaimana dimaksud pada poin l.a terdiri atas :

a. Uang saku

b. Uang makan

c. Uang transport lokal adalah biaya transportasi dari tempat menginap ke
lokasi tujuan perjalanan dinas.

Biaya transport sebagaimana dimaksud pada poin I.b terdiri atas :



a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan
keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/
stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;

b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan
keberangkatan dan kepulangan;

Penggunaan kendaraan pribadi hanya dapat dilakukan untuk perjalanan dinas

luar daerah dan mendapatkan penggantian BBM sesuai pengeluaran riil

berdasarkan kewajaran yang ditentukan oleh PPK.

4.  Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada poin I.c merupakan biaya yang
diperlukan untuk menginap :
a. di hotel; atau
b. di tempat menginap lainnya.

5. Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana

dimaksud pada poin |.c berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari tabel perkiraan tarif hotel di Kota Tempat Tujuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang mengenai Standar
Biaya Tahun Anggaran 2020;

b. Biaya penginapan tersebut dibayarkan secara lumpsum.

6. Uang representasi sebagaimana dimaksud pada poin |.d dapat diberikan
kepada Bupati, Wakil Bupati, DPRD, dan Pejabat Eselon Il selama melakukan
perjalanan dinas luar daerah

7. Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada point l.e dapat
diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di
Tempat Tujuan. Sewa kendaraan tersebut sudah termasuk biaya untuk
pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.

Biaya Perjalanan Dinas digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:

a. Tingkat A, untuk Bupati/Wakil Bupati;

b. Tingkat B, untuk DPRD dan Pejabat Eselon IlI; dan

c. Tingkat C, untuk Pejabat Eselon 111/PNSD Golongan IV, Pejabat Eselon
IV/PNSD Golongan Ill, serta PNSD Golongan 11 dan 1.

9. Penyetaraan terhadap biaya perjalanan dinas bagi aparat pemeriksa
inspektorat dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Pejabat Fungsional Auditor / P2UPD Jenjang Utama II/b disetarakan

dengan pejabat Eselon 1l.b



10.

11.

12.

13.

14.

b. Pejabat Fungsional Auditor / P2UPD Jenjang Madya disetarakan dengan

pejabat Eselon IlLa

C. Pejabat Fungsional Auditor / P2UPD Jenjang Muda disetarakan dengan

pejabat Eselon I1Lb

d. Pejabat Fungsional Auditor / P2UPD Jenjang Pertama disetarakan dengan

pejabat Eselon IV.a
e. Pejabat Fungsional Auditor / P2UPD Jenjang Terampil disetarakan dengan
ASN golongan 1V

Dalam penerbitan SPD, PPK berwenang untuk menetapkan tingkat biaya

perjalanan dinas, alat transport yang digunakan dan waktu yang diperlukan

untuk melaksanakan perjalanan dinas jabatan yang bersangkutan dengan
memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.

Biaya perjalanan dinas bagi Pj (Penjabat) dan PIt (Pelaksana Tugas) mengikuti

ketentuan sebagai berikut:

1) Uang harian, biaya transport dan biaya penginapan disetarakan dengan
standar biaya perjalanan dinas pejabat definitif, contoh : pejabat eselon 111
diberikan tugas tambahan sebagai Pj/PIt jabatan eselon Il, maka uang
harian, biaya transport dan biaya penginapan menggunakan standar biaya
pejabat eselon II;

2) Uang representasi tidak diterimakan.

Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas untuk PTT/pihak lain/masyarakat

umum yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah ditentukan

oleh PPK sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang
bersangkutan.

Perjalanan Dinas luar daerah bagi pengemudidiatur ketentuan sebagai berikut:

a. Satuan Uang harian pengemudi dari PNS maupun Non PNS mengikuti

standar golongan I/PTT

b. Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan lebih dari 2 (dua) hari, maka

untuk hari berangkat dan hari pulang dibayarkan 100 % (seratus persen)
sedang untuk hari lainnya dibayarkan 30 % ( tiga puluh persen)

Biaya Perjalanan Dinas diberikan berdasarkan golongan biaya Perjalanan

Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 8 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun



2019 tentang Standar Biaya dan Standar Harga Satuan Barang Tahun
Anggaran 2020;

b. pembayaran uang harian yang dibayarkan secara lumpsum sebagaimana
dimaksud pada huruf a, mengacu pada jumlah hari yang tercantum pada
Surat Perintah / Surat  Perintah Tugas, namun untuk
pertanggungjawabannya sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan
perjalanan dinas yang tercantum pada SPD;

c. Bagi pelaksana SPD yang melakukan perjalanan dinas untuk menempuh
ujian dinas / ujian jabatan dibayarkan uang harian penuh sesuai dengan
jumlah hari riil pelaksanaan ujian dinas / ujian jabatan (memperhitungkan
waktu perjalanan), sedangkan pelaksanaan SPD vyang mengikuti
pendidikan setara Diploma / SI / S2 / S3 dibayarkan uang harian penuh 1
(satu) hari pada saat kedatangan dan / atau 1 (satu) hari pada saat
kepulangan.

d. Uang harian penuh dapat diberikan kepada peserta pendidikan dan
pelatihan dalam hal tidak disediakan asrama/penginapan dan akomodasi
tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, namun jika ditanggung
panitia penyelenggara, pelaksana SPD diberikan uang harian penuh untuk
hari pertama dan sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk hari selanjutnya
dari tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73
Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Harga Satuan Barang
Tahun Anggaran 2020.

e. Untuk peserta pendidikan dan pelatihan kedinasan yang dilaksanakan di
dalam daerah pelaksana SPD diberikan uang saku sebesar 100% untuk
hari pertama dan sebesar 50% untuk hari selanjutnya dan tarif
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun
2019 tentang Standar Biaya dan Standar Harga Satuan Barang Tahun
Anggaran 2020. Jika didalamnya terdapat orientasi lapangan (OL) keluar
daerah, maka pelaksana SPD mendapatkan tambahan uang saku yang
melekat di rekening perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan yang
sesuai dan dianggarkan pada Badan Kepegawaian Daerah.

f. Tatacara penghitungan uang harian penuh untuk biaya perjalanan dinas
luar daerah pada acara rapat, seminar dan sejenisnya yang 1 (satu) hari,

penghitungannya adalah sebagai berikut:



f.I. untuk wilayah propinsi Jawa Timur, dengan jarak ke tempat tujuan
kurang dari 100 km, dihitung 1 (satu) hari tanpa penginapan, kecual
jadwal acara dilaksanakan pagi, sehingga dibutuhkan untuk menginap
sehari sebelumnya;

f.2. untuk wilayah propinsi Jawa Timur, dengan jarak ke tempat tujuan
lebih dari 100 km, dihitung 2 (dua) hari 1 (satu) malam dan
disesuaikan dengan undangan (tempat dan waktu);

f.3. untuk luar propinsi Jawa Timur, dihitung 3 (tiga) hari 2 (dua) malam
dan disesuaikan dengan undangan (tempat dan waktu);

Kegiatan Studi Banding/Kaji Banding/Kunjungan Kerja ke luar daerah atau
yang sejenisnya atau dengan nama apapun yang pelaksanaannya
dilaksanakan oleh pihak ketiga seperti Biro Jasa Travel (Travel Agent),
maka kegiatan tersebut dianggarkan pada kode rekening rincian obyek
belanja " belanja jasa transportasi / akomodasi " kepada peserta kegiatan
dimaksud diberikan perjalanan dinas hanya dalam bentuk uang harian
berupa uang saku saja, yaitu sebesar uang harian perjalanan dinas luar
daerah dikurangi uang makan dan transport lokal, sedangkan uang
representative tetap diberikan.

Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bimtek, rapat koordinasi,

sosialisasi, workshop, dan sejenisnya dengan biaya akomodasi dan

konsumsi ditanggung oleh panitia penyelenggara sebagaimana
pemberitahuan dalam surat/undangan diatur ketentuan sebagai berikut:

a. perjalanan dinas yang dilaksanakan maksimal 2 (dua) hari, maka
untuk uang harian dibayarkan penuh 100 % (seratus persen).

b. Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan lebih dari 2 (dua) hari, maka
untuk hari berangkat dan hari pulang dibayarkan 100 % (seratus
persen), sedangkan untuk hari pelaksanaan kegiatan pelaksana SPD
berhak diberikan uang saku dan transport lokal (kecuali untuk
Bupati/Wakil Bupati dapat menggunakan Sewa kendaraan dalam kota)

c. Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada point b
dilaksanakan pada tempat yang sama dengan penginapan maka biaya
transport lokal tidak diberikan.

biaya transport dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan Fasilitas

Transport (khusus perjalanan dinas luar daerah);



biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan

Fasilitas dan Kelas Penginapan (khusus perjalanan dinas luar daerah);

biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari label perkiraan

tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur pada ketentuan point

5.4, dapat diberikan kepada pelaksana SPD, dengan ketentuan :

1) Tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, sehingga
pelaksana SPD menginap di tempat yang tidak menyediakan kuitansi /
bukti penginapan ; atau

2) Terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, namun pelaksana SPD
tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya ;

Biaya Penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana

ketentuan pada huruf k j, tidak diberikan untuk :

1) Perjalanan dinas luar daerah untuk mengikuti rapat, seminar, dan
sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket meeting fullboard ; dan

2) Perjalanan dinas luar daerah untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan;

Tatacara penghitungan biaya penginapan untuk biaya perjalanan dinas

luar daerah pada acara rapat, seminar dan sejenisnya yang 1 (satu) hari,

penghitungannya adalah sebagai berikut:

n.l. untuk wilayah propinsi Jawa Timur, dengan jarak ke tempat tujuan
kurang dari 200 km, dihitung 1 (satu) hari khusus jadwal acara padgi,
sehingga dibutuhkan untuk menginap sehari sebelumnya;

n.2. untuk wilayah propinsi Jawa Timur, dengan jarak ke tempat tujuan
lebinh dari 200 km, dihitung 1 (satu) hari keberangkatan atau
kepulangan dan disesuaikan dengan rundown acara;

n.3. untuk luar propinsi Jawa Timur, dihitung maksimal 2 (dua) hari
keberangkatan atau kepulangan dan disesuaikan dengan rundown
acara;

Bagi pelaksana SPD yang melakukan perjalanan dinas luar daerah untuk

mengikuti pendidikan dan pelatihan dapat diberikan biaya penginapan 1

(satu) hari pada kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.

Biaya penginapan selama mengkuti pendidikan dan pelatihan dapat

diberikan kepada pelaksana SPD dalam hal tidak disediakan penginapan ;



15.

16.

17.

18.

19.

g. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf i dan m

diberikan sesuai bukti riil;
r. Perjalanan dinas dalam daerah yang mengharuskan pelaksana SPD tidak
kembali ketempat kedudukan pada hari yang sama diberikan biaya

penginapan secara lumsump sebesar Rp 150.000,- /orang/hari.

Ss. uang representasi dibayarkan secara lumsump dan merupakan batas

tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73
Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Harga Satuan Barang
Tahun Anggaran 2020 ;

t. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil untuk

bupati/wakil bupati yang melakukan perjalanan dinas luar daerah.
Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk
melaksanakan suatu kegiatan rapat,seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana
SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana
dimaksud pada angka 12 lebih tinggi dari perkiraan satuan biaya
hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 73 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Harga Satuan
Barang Tahun Anggaran 2020, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas
kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan
dalam Surat Perintah/Surat Perintah Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh
kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambhaan uang harian,
biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota (khusus
Bupati/Wakil Bupati).
Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa
kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada angka 14 dapat
dimintakan kepada PPK untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan
dokumen berupa:
a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/

perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau

b.  Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 15, PPK

membebankan biaya tambahan wuang harian, biaya penginapan, uang



20.

21.

22.

23.

representasi, dan sewa kendaraan dalam kota (khusus Bupati/Wakil Bupati)

pada DPA OPD berkenaan.

Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang

ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang

harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota

yang telah diterimanya kepada PPK.

Perjalanan dinas dalam rangka analisa/survey/pengendalian

keamanan/pemungutan PAD/monitoring dan evaluasi/verifikasi lapangan

pengawasan dan pemeriksaan dengan jarak 5 km kebawah diberikan uang

saku 50 % ( lima puluh perseratus);

Perjalanan Dinas dalam daerah bagi pengemudi dari unsur non PNS dapat

diberikan uang saku apabila jarak ke tempat tujuan diatas 30 km, dengan tarif

sebagai berikut :

a. >30- 60 km  Rp. 70.000,-

b. >60 Km - Rp. 90.000,-

c. Khusus perjalanan Lumajang - Tempursari/Pronojiwo : Rp. 100.000,-

Pemberian biaya perjalanan dinas dalam daerah diatur ketentuan sebagai

berikut :

a. uang saku , biaya transport dan biaya penginapan dibayarkan secara
lumpsum ;

b. besaran uang saku, biaya transport dan biaya penginapan yang dibayarkan
adalah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor
73 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Harga Satuan Barang
Tahun Anggaran 2020 merupakan batas tertinggi yang tidak boleh

dilampaui.

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas

1

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU
dan dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh
Bendahara Pengeluaran melalui PPTK.

Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dan
diperhitungkan setelah perjalanan dinas selesai. Dalam hal perjalanan dinas

harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat



dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan

dinas selesai.

Kuitansi tanda terima biaya perjalanan dinas dilampiri dengan perincian biaya

perjalanan dinas petugas yang bersangkutan. Untuk perjalanan dinas secara

rombongan, kuitansi dan rincian biaya perjalanan dinas dapat dijadikan

satu/kolektif.

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, biaya pembatalan

dapat dibebankan pada DPA OPD berkenaan.

Dokumen vyang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya

pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi :

a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari atasan
Pelaksana SPD, atau paling rendah Pejabat Eselon Il bagi Pelaksana SPD
di bawah Pejabat Eselon IIl kebawah sebagaimana contoh format
terlampir;

b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas oleh
PPK; dan

c. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transport dan/atau
biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan
yang disahkan oleh PPK.

Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA OPD sebagaimana

dimaksud pada angka 4 adalah sebagai berikut:

a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau

b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan

yang tidak dapat dikembalikan/refund.

Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

1

Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas
kepada pemberi tugas dengan laporan perjalanan dinas dan biaya Perjalanan
Dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas
dilaksanakan.

PPK melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya
Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang

tercantum dalam daftar pengeluaran.



PPK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud dan
menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban
UP/GU/TU.

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga
sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih)
dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang
diderita oleh pemerintah daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh

tindakan yang dilakukan.

Ketentuan Lain

1.

Pejabat penerbit Surat Perintah/Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud

pada poin C.4 dapat memerintahkan pihak lain/masyarakat umum di luar

Bupati/Wakil Bupati/DPRD/ASN/PTT untuk melakukan Perjalanan Dinas.

Pihak lain/masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang

melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan pemerintah daerah,

digolongkan dalam tingkatan perjalanan dinas.

Penggolongan terhadap pihak lain/masyarakat umum sebagaimana dimaksud

pada angka 2 ditentukan olen PPK dengan mempertimbangkan tingkat

pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

Pelaksana SPD sebaiknya tidak melakukan perjalanan dinas keluar negeri

kecuali benar-benar untuk kepentingan yang sangat penting berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintahan dan harus mempedomani

a. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke
Luar Negeri;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman
Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan
Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta

Anggota DPRD.



Contoh Format Surat Perintah :

KOP INSTANSI

SURAT PERINTAH

Nama (yang memberikan perintah) L e D)
Jabatan

MEMERINTAHKAN :

Kepada

Nama e 2
Pangkat/Golongan

NIP

Jabatan

Qoo

Untuk

Pembebanan Biaya Perjalanan

a. Atas Beban TP 4)
b. Kode Rekening

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal...........c..coeeeee. B)

(Pejabat yang memerintahkan),

NIP



)

)

3

©)

®)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH

Diisi nama pejabat dan jabatan yang memerintahkan peijalanan dinas, dengan

ketentuan diisi :

a. Kepala OPD untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada
OPD berkenaan / pihak lain yang terkait dengan kegiatan SKPD berkenaan ;

b. Kepala OPD / Unit Kerja untuk Perjalanan Dinas Dalam yang dilakukan oleh
Kepala OPD / Unit Kerja;

c. Atasan langsung Kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh
kepala OPD;

d. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pelaksana SPD
dalam lingkup unit Eselon Il / setingkat unit Eselon Il berkenaan / tim lintas
sektoral yang dibentuk Bupati / Sekda ;

e. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota
DPRD ;

f. Bupati untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Bupati / Wakil Bupati / Sekretaris
Daerah ;

g. Bupati untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh anggota Forkopimda.

h.  Camat untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh anggota Forkopimda ; atau

Diisi nama, pangkat / golongan, NIP, dan jabatan pegawai yang melaksanakan

perjalanan dinas (pelaksana SPD).

Diisi maksud dari dilaksanakannya perjalanan dinas, kota tempat tujuan pelaksanaan

perjalanan dinas, dan tanggal pelaksanaan.

Diisi nama OPD / Unit Kerja yang dibebani perjalanan dinas dan kode rekening DPA

yang dibebani untuk perjalanan dinas untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang

dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dan dilakukan tanpa penerbitan SPD,
khusus untuk kegiatan penanggulangan bencana, pemungutan PAD, pengawasan
lembaga sekolah, pengukuran jalan, dan pengendalian keamanan.

Diisi tanggal penetapan Surat Perintah, tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang

memberikan perintah



Contoh Format Surat Perintah Tugas :

Dasar s

Kepada

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Jabatan

ooop

Untuk

Pembebanan Biaya Perjalanan

a. Atas Beban
b. Kode Rekening

KOP INSTANSI

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR

MEMERINTAHKAN :

®3)

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal.......c..ccoeeenennne. 5)

(Pejabat yang memerintahkan),

NIP



(1)

)

3

©)

®)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH TUGAS

Diisi dasar pelaksanaan perjalanan dinas, seperti undangan menghadiri kegiatan

bimbingan teknis, permintaan data dari Pemerintah Pusat / Propinsi, dan sebagainya.

Dilengkapi dengan nomor, tanggal, dan perihal surat undangan / permintaan data

sebagaimana dimaksud.

Diisi nama, pangkat / golongan, NIP, dan jabatan pegawai yang melaksanakan

perjalanan dinas (pelaksana SPD).

Diisi maksud dari dilaksanakannya perjalanan dinas, kota tempat tujuan pelaksanaan

perjalanan dinas, dan tanggal pelaksanaan.

Diisi nama OPD / Unit Kerja yang dibebani perjalanan dinas dan kode rekening DPA

yang dibebani untuk perjalanan dinas untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang

dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dan dilakukan tanpa penerbitan SPD,
khusus untuk kegiatan penanggulangan bencana, pemungutan PAD, dan
pengendalian keamanan.

Diisi tanggal penetapan Surat Perintah Tugas, tanda tangan, nama, dan NIP pejabat

yang memberikan perintah, dengan ketentuan ditandatangani :

a. Kepala OPD untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada
OPD berkenaan / pihak lain yang terkait dengan kegiatan OPD berkenaan ;

b. Kepala OPD / Unit Kerja untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilakukan
oleh Kepala OPD / Unit Kerja;

c. Atasan langsung kepala OPD untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh kepala
OPD;

d. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pelaksana SPD
dalam lingkup unit Eselon Il / setingkat unit Eselon Il berkenaan / tim lintas
sertoral yang dibentuk Bupati / Sekda ;

e. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota
DPRD; atau

f. Bupati untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati/
Sekretaris Daerah.

Bupati untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh anggota Forkopimda.

Camat untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh anggota Forkopimda ; atau






Vi

VII
VI

Tiba di
Ke
Pada tanggal

T )
NIP.
Tiba di
Ke
Pada tanggal
Kepala. i
(oo )
NIP.
Tiba di
Ke
Pada tanggal
Kepala.oieeie e
[ TP )
NIP.
Tiba di
Ke
Pada tanggal
Kepala.ooeeeiee e
T )
NIP.
Tiba di
(tempat kedudukan)
Ke

Pada tanggal
Pejabat Pembuat Komitmen

Nama lengkap

Catatan lain-lain

PERHATIAN:

Berangkat dari
(tempat kedudukan)
Ke
Pada tanggal
Pejabat Pembuat Komitmen

Nama lenakaD

Berangkat dari
Ke
Pada tanggal

Berangkat dari
Ke
Pada tanggal

Berangkat dari
Ke
Pada tanggal

Berangkat dari
Ke
Pada tanggal

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa
perjalanan tersebut atas perintahnya

dan semata-mata untuk kepentingan jabatan
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pejabat Pembuat Komitmen

Nama lengkap

PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang
mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab
berdasarkan peraturan keuangan daerah apabila pemerintah daerah menderita rugi akibat

kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya



)

)

®3)

(4)

()

©)

(M

®
9

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Diisi jenis PPK kegiatan tertentu, contoh : pelayanan administrasi dan operasional
perkantoran ;

Diisi nama, NIP pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas (pelaksana SPD) ;

Diisi jabatan, pangkat, dan golongan pelaksana SPD ;

Diisi kota tempat kedudukan asal / keberangkatan pelaksana SPD, kota tempat tujuan
pelaksanaan perjalanan dinas, dan jenis alat angkutan / transport yang digunakan ;
Diisi lama waktu dilaksanakannya perjalanan dinas dengan satuan hari, tanggal
keberangkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan tanggal harus kembali ke tempat
kedudukan semula.

Diisi maksud dari dilaksanakannya perjalanan dinas.

Diisi nama OPD/Unit Kerja yang dibebani perjalanan dinas dan kode rekening DPA
yang dibebani.

Diisi nomor dan tanggal surat perintah/surat perintah tugas pelaksana SPD.

Diisi tempat dan tanggal penandatanganan SPD.

(10) Diisi tanda tangan, nama, dan NIP PPK yang menandatangani SPD.



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) YANG DILAKUKAN

)
2)

(3)
4

®)

(6)
(V)

(8
)

BEROMBONGAN DAN BUKAN MERUPAKAN KEGIATAN YANG BERSIFAT
KOORDINASI DAN KONSULTASI

Diisi jenis PPK kegiatan tertentu, contoh : pelayanan administrasi dan operasional
perkantoran.

Diisi "terlampir".

Diisi "terlampir”.

Diisi kota tempat kedudukan asal/keberangkatan pelaksana SPD, kota tempat tujuan
pelaksanaan perjalanan dinas, khusus jenis alat angkutan/transport yang digunakan
diisi "terlampir"

Diisi lama waktu dilaksanakannya perjalanan dinas dengan satuan hari, tanggal
keberangkatan pelaksanaan perjalanan dinas, dan tanggal harus kembali ke tempat
kedudukan semula.

Diisi maksud dari dilaksanakannya perjalanan dinas.

Diisi nama OPD / Unit Kerja yang dibebani perjalanan dinas dan kode rekening DPA
yang dibebani.

Diisi "terlampir”.

Diisi tempat dan tanggal penandatanganan SPD.

(10) Diisi tanda tangan, nama, dan NIP PPK yang menandatangani SPD.



FORMAT LAMPIRAN SPD YANG DILAKUKAN BEROMBONGAN DAN BUKAN MERUPAKAN KEGIATAN YANG BERSIFAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

Lampiran SPD

DAFTAR PESERTA KEGIATAN.....oomiiii e @
TANGGAL PENYELENGGARAAN.........c....... S/D i (©)
KOTA TEMPAT PENYELENGGARAAN .......cccoiiiiernnnnnns 4
PENYELENGGARA. .. ..., )

No Nama Pelaksana SPD / NIP

©) ) ®)

Pangkat/Golongan

Jabatan

©)

Tingkat Biaya
Perjalanan Dinas

(10)

Alat Angkutan Surat Perintah Tugas
i Keterangan
yang digunakan Nomor Tanggal
(11) 12) (13) (14)
(15)
Kepala
(16)

NIP.



PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SPD YANG DILAKUKAN BEROMBONGAN
DAN BUKAN MERUPAKAN KEGIATAN YANG BERSIFAT
KOORDINASI DAN KONSULTASI

(1) Diisi nomor dan tanggal SPD.

(2) Diisi nama/jenis kegiatan, contoh : Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan
Daerah.

(3) Diisi tanggal penyelenggaraan kegiatan.

(4) Diisi nama kota tempat penyelenggaraan kegiatan.

(5) Diisi nama instansi/lembaga penyelenggara kegiatan.

(6) Diisi nomor urut.

(7) Diisi nama dan NIP pelaksana SPD.

(8) Diisi pangkat dan golongan pelaksana SPD.

(9) Diisi jabatan pelaksana SPD.

(10) Diisi dengan tingkat biaya perjalanan dinas pelaksana SPD, antara lain :
a) Tingkat A, untuk Bupati/Wakil Bupati;
b) Tingkat B, untuk DPRD dan Pejabat Eselon II; dan
c) Tingkat C, untuk Pejabat Eselon I1I/PNSD Golongan 1V, Pejabat Eselon IV/PNSD

Golongan 111, serta PNSD Golongan 1l dan I.

(11) Diisi alat angkutan yang digunakan sesuai dengan bukti riil.

(12) Diisi nomor surat perintah tugas pelaksana SPD.

(13) Diisi tanggal surat perintah tugas pelaksana SPD.

(14) Diisi keterangan lain bilamana diperlukan.

(15) Diisi kota/tempat penyelenggara kegiatan dan tanggal selesainya penyelenggaraan
kegiatan.

(16) Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat penandatanganan SPD tempat

penyelenggaraan kegiatan/oihak hotel jika diselenggarakan di hotel.



TABEL JARAK ANTARA IBUKOTA KECAMATAN DALAM KABUPATEN LUMAJANG

Lumajang

Sukodono

Padang

Pasrujambe

Senduro

Gucialit

Klakah

Ranuyoso

Kedungjajang

Randuagung

Yosowilangun

Jatiroto

Rw.kangkung

Tekung

Kunir

Pasirian

Sumbersuko

Tempeli

Candipuro

Pronojiwo

Tempursari

Lumajang

*

23

17

18

17

22

10

20

15

24

16

20

10

27

52

70

Sukodono

N

25

14

13

18

16

19

20

20

10

16

24

14

31

56

74

Padang

(o]

29

25

10

17

22

10

20

25

24

24

14

20

28

13

18

35

60

78

Pasrujambe

N
w

25

29

19

38

31

41

36

45

37

27

33

15

23

18

15

40

58

Senduro

[y
~

25

13

39

27

37

32

41

33

23

29

22

27

28

53

71

Gucialit

=
o]

14

10

19

13

27

32

20

30

33

24

30

23

28

70

88

Klakah

13

17

38

34

27

10

32

33

23

29

37

22

27

69

87

Ranuyoso

N
N

18

22

39

32

13

15

37

25

39

28

34

42

27

32

49

74

92

Kedungjajang

=
o

10

27

20

13

10

25

26

26

16

22

30

15

20

37

62

80

Randuagung

N
@]

16

20

41

37

30

10

15

10

31

10

24

26

32

25

30

47

72

20

Yosowilangun

=
a

19

25

36

32

33

32

37

25

10

28

20

35

60

78

Jatiroto

N)
N

20

24

41

34

33

25

26

10

14

24

30

29

51

76

o4

Rw.kangkung

=
o]

20

24

37

33

34

34

39

26

24

14

10

16

24

41

66

Tekung

(o]

10

14

27

23

24

23

28

16

26

24

10

26

16

33

58

76

Kunir

16

20

33

29

30

29

22

32

10

30

16

18

13

25

50

68

Pasirian

N
o

24

28

38

37

42

30

28

26

15

10

32

50

Sumbersuko

[¢]

13

23

22

23

22

27

15

25

20

29

13

22

47

65

Tempeh

14

18

18

27

28

27

32

20

30

18

24

16

10

17

42

60

Candipuro

N
<

35

15

28

49

37

47

35

51

41

33

25

22

17

25

Pronojiwo

[&)]
N

56

60

53

70

69

74

62

72

60

76

66

58

50

32

47

42

25

18

Tempursari

~
o

74

78

58

71

88

87

92

80

90

78

94

76

68

50

65

60

18



RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Lampiran kuitansi nomor

Tanggal
No. Perincian Biaya Jumlah
1 Uang saku

2 Transport lokal
Total
Terbilang : (dengan huruf)

Telah dibayar
Disahkan oleh

Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara,

Nama lenakap Nama lenakaD

sejumlah Rp..........

Keterangan

...km

Lumajang,.....ccceeeeeennnns

Telah menerima jumlah uang
sebesar Rp......

Yang menerima,

Nama lenakap



Lampiran Kuitansi Nomor
Tanggal

No. Nama

R W N R

Total

Terbilang : (dengan huruf)

Disahkan oleh

Pejabat Pembuat Komitmen,

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (KOLEKTIF)

Uang Saku

Transport Lokal

Telah dibayar sejumlah

Penginapan

Jumlah

Tanda Terima

Lumajang,

Telah menerima jumlah uang sebesar



RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Lampiran kuitansi nomor
Tanggal

No. Perincian Biaya
Uang harian
Representatif

3 Biaya transport (kota.....)

Jatim)
5 Penginapan

Total

Terbilang : (dengan huruf)

Disahkan oleh

Pejabat Pembuat Komitmen,

Nama lengkap

Biaya transport (tambahan luar

Jumlah Keterangan

Lumajang,...cccceceevuneenn

Telah dibayar
sejumlah Rp...........

Telah menerima jumlah uang
sebesar Rp ............

Bendahara, Yang menerima,

Nama lengkap Nama lengkap

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah

Terdiri atas :

- uang harian

- representatif

- biaya transport

- transport tambahan luar jatim
- penginapan

Yang telah dibayarkan semula
Sisa kurang/lebih

Rp .
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Pejabat Pembuat Komitmen,

Nama lengkap



RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (KOLEKTIF)

Lampiran Kuitansi Nomor
Tanggal

No. Nama Uang Harian

A W N R

Total

Terbilang : (dengan huruf)

Disahkan oleh

Pejabat Pembuat Komitmen,

NIP.

Uang
Representatif

Bi

aya Transport

Penginapan

Telah dibayar sejumlah

Bendahara,

NIP.

Jumlah Tanda Terima
1
2
3
4
Lumajang,

Telah menerima jumlah uang sebesar

Yang menerimakan,

NIP.



FASILITAS TRANSPORTASI
PERJALANAN DINAS LUAR PROPINSI JAWA TIMUR

Moda Transportas

Tingkat Pelaksana SPD Pesawat Kapal Kereta .
Udara Laut Api/Bus Lainnya
. . . - VIP/ Spesial/ Sesuai
A Bupati/Wakil Bupati Bisnis Kelas IA  Eksekutif kenyataan
B Eselon 11/DPRD Ekonomi  Kelas | B Eksekutif Sesual
selo kenyataan
Eselon 111/Gol 1V, Sesuai
C Eselon 1V/Gol III, Ekonomi  Kelas IlA  Eksekutif
kenyataan
Gol 11 dan Gol |

Digolongkan dalam salah satu tingkatan di atas
Pihak Lain/Masyarakat umum sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas
yang bersangkutan.

Catatan : perjalanan dinas yang dilakukan bersama-sama oleh pelaksana SPD dengan
tingkatan perjalanan dinas yang berbeda, maka moda transportasi sepanjang
memungkinkan mengikuti tingkatannya masing-masing.

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Tingkat Pelaksana SPD Fasilitas Hotel Kelas
A Bupati/Wakil Bupati Bintang Lima Deluxe/Superior
B Eselon 11/DPRD Bintang Empat Deluxe
Eselon 111/Gol IV,
C Eselon 1V/Gol IlI, Bintang Tiga Standar
Gol Il dan Gol |

Digolongkan dalam sa ah satu tingkatan di
Pihak Lain/Masyarakat umum atas sesuai dengan tingkat pendidikan/
kepatutan/tugas yang bersangkutan.

Catatan : perjalanan dinas yang dilakukan bersama-sama oleh pelaksana SPD dengan
tingkatan perjalanan dinas yang berbeda, maka dapat mempergunakan
fasilitas hotel yang sama dengan kelas sesuai tingkatannya masing-masing.



Format Daftar Pengeluaran Riil

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
OPD/UNTT KERJA

DAFTAR PENGELUARAN RIIL
\Fo] 1o ] (diisi oleh PPK)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Tanggal........ccccoeeeiiiiiiiiniinnennnen.
........................... , dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya Transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat
diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No Uraian Jumlah

Jumlah

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk
pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat

kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut
ke kas daerah

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Lumajang,

Mengetahui/Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen, Pelaksana SPD,



SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIP

Jabatan
OPD/Unit Kerja PP UP PSP
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas atas nama :
Nama L
NP
Jabatan e
OPD/Unit Kerja PP
dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang
sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu..........cccccoveeiiiiiiniiiiiiniiieeens
Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat
digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari
ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia

diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lumajang,....cccoeeveenneennennnes

Yang membuat pernyataan,

NIP



SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama N
NIP PP
Jabatan PP

OPD/Unit Kerja
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa perjalanan dinas berdasarkan Surat

Perintah/Surat Perintah Tugas Nomor : ...........cc.ceeeveennes Tanggal......cccoeeeneeni. dan SPD
NOMOr : ..o Tanggal....ccccooeeiieniennnnn. atas nama :

Nama PP

NIP TP

Jabatan PP

OPD/Unit Kerja PPN

dibatalkan sesuai dengan Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor :

biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA OPD tidak dapat
dikembalikan/re/z//7i/ (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp ..ccocooiieniennnen. , sehingga

dibebankan pada DPA OPD .....ccooiiiiiiiniennnes Nomor ......ccoeeviniinennen. Tanggal

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari
ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian pada pemerintah

daerah, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian tersebut ke
kas daerah.

Lumajang,....cccceeeeveeeeeenennnnn.

Yang membuat pernyataan
Pejabat Pembuat Komitmen,



